
Kabupaten Karanganyar perlu diatur lebih 

lanjut dalam Peraturan Daerah; 

Pemerintah kewenangan merupakan 

a. bahwa perhubungan mempunyai peran 

strategis dalam mendukung pembangunan clan 

integrasi antar wilayah baik secara nasional 

maupun daerah, sebagai bagian dari upaya 

memajukan kesejahteraan umum; 

b. bahwa perlu adanya pedoman penyelenggaraan 

perhubungan di daerah sehingga didapat sistem 

perhubungan yang terencana, efektif', dan 

berkelanjutan dengan tetap memperhatikan 
aspek keamanan, keselamatan, ketertiban, dan 

kelancaran berlalu lintas, akan mendukung 

pembangunan ekonomi clan pengembangan 

wilayah Kabupaten Karanganyar; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 23 Tah un 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, Urusan Pemerintahan 

bidang perlruburigan merupakan urusan 

pemerintahan wajib yang tidak berkaitan 

dengan pelayanan dasar dan untuk 

melaksanakan penyelenggaraan urusan yang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATIKARANGANYAR, 

Menimbang 

BUPATIKARANGANYAR 
PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 

NOMOR 13 TAHUN oZ,O~l 
TENT ANG 

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN 

SALIN AN 



Pasal 1 
Dalam Pel'aturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar. 

Perigertian 

Bagian Kesa tu 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PENYELENGGARAAN PERl-1 UBUNGAN. 

TEN'I'ANG DAERAH PERATURAN 

M EMU'I'USl<AN: 
Mene tapkan 

Dcngan Pcract uj uan Bersarna 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 

dun 

BUPATl I<ARANOANYAR 

cl. bahwa berdasarkan pertimbangan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b 
dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan; 

l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pernbentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 

Perneriruahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2,1-4, 

Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tcnta.ng Cipta Kerja (Lernbaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tarnbahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nornor 6573); 

Mengingat 



serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang 
sating terhubungkan untuk penyelenggaraan Lalu 
Lintas clan angkutan Jalan. 

kawasan dan/ a tau an tar 

dalam desa, serta jalan 

mengh u bungkan 
permukiman di 
lingkungan. 

8. Lalu Lintas acatan gerak k.c:11Llc1.1 di:ln elem ora.n~ di 
ruang Lalu Lintas .Jalan. 

9. .Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah 

yang 

mernirnpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati 
dan D PRO dalam penyelenggaraan urusan 

pernerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

5. .Jalan adalah prasarana transportasi darat yang 

me liputi segala bagian .Jalan, terrnasuk bangunan 

penghubung, bangunan pelengkap dan 

perlengka.pannya yang diperuntukkan bagi lalu 
lintas, yang berada pada perrnukaan tanah, di atas 
perrriukaan tarrah , di bawah permukaan taria h, 
dan/ atau air, serta di atas perrnukaan air, kecuali 

jalan rel, jalan lori, clan j alari kabcl. 

6. Jalan Daerah adalah jalan lokal dalam sistern 

jaringan jalan primer yang menghubungkan 

ibukota kabupaten de ngan ib'u ko ta kecamatan, 

antaribukota kecarnatan, ibukota kabupaten 
dengan pusat kegiatan lokal, antarpueat kegiatan 

lokal, serta jalan umum dan si stcm jaringan jalan 

scku ndcr dalam wilayah kabupateri, dan jalan 

strategis kabupaten: 

7. Jalan Oesa adalah jalan umum 

yang Dae rah Pemerintahan penyelenggara 

2. Bupati adalah Bupati Karanganyar. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 



10. Manajemen clan Rekayasa Lalu Lintas adalah 

serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, pengadaan, pemasangan, 

pengaturan, dan perneliharaan fasilita s 

perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, 
mendukung dan mernelihara kearnanan, 
keselarnatan, ketertiban, clan kclancaran Lal u 

Lintas. 

11. Manajemen Kcbutuhan Lalu Lintas adalah kegiatan 

yang dilaksanakan clengan sasaran meningkatkan 
efisiensi dan elektivitas penggunaan ruang Lalu 
Lin ta s clan mengendalikan pergerakan Lalu Lintas. 

12. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor 

umum yang digunakan untuk mengatur 

kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan 

menurunkan urang dan/atau barung, eerta 

perpindahan moda angkutan. 

13. Simpul adalah tempat yang dipenmtukkan bagi 

pergantian antarmoda dan intermoda yang ber upa 

Terminal, etasiun kereta api, Pelabuhan laut, 

Pelabuhan S\ .. mgai dan danau, dan/ a tau bandar 

udara. 
14. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya 

disebut dengan Andalalin adalah serangkaian 

kegiatan kajian mengenai dampak Lalu Lintas dari 

pernbangunan pusat kegiatan, perrnukiman , dan 
infrastruktur yang hasilnya dituarigkan da larn 

bentuk dokumen hasil analisis dampak Lalu Lintas. 
15. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau 

tidak bergerak untuk beberapa saat dan 

ditinggalkan pengemudinya. 
16. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan 

,Jalan yang berupa lambang, huruf', angka, 

kalirnat, dan/ a tau perpaduan yang berfungsi 

sebagai peringatan, larangan, perintah, atau 
petunjuk bagi perigguna .Jalan. 



17. Mark.a Jalan adalah suatu tanda yang berada di 

permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan 
yang meliputi peralatan atau tanda yang 
membentuk garis membujur, garis melintang, garis 
serong, serta lambing yang berfungsi untuk 

mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi 
Daerah keperitingan Lalu Lintas. 

18. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang selanjutnya 

disebut APILL adalah perangkat elektronik yang 
menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi 

dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas 

orang dan/atau Kendaraan di persirnpangan atau 

pada ruas Jalan. 

19. Alat Penerangan -Jalan adalah lampu penerangan 
Jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan 

pada ruang Lalu Lintas. 
20. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan 

hukurn yang menyediakan jasa angkutan orang 
dan/ a tau barang derigan Kendaraan Bermotor 

Umum. 
21. Kearnanan Lalu Lintas clan Angkutan Jalan yang 

sclanjutnya discbut dengan Keamanan adalah 

suatu keadaan terbebasnya setiap orang, bar arig, 

dan/acau kendaraan dari gangguan perbuatan 

melawan hukum, dan/ a tau rasa takut dalam 

berlalu lintas. 

22. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan .Jalan yang 
selanjutnya disebut dengan Ke selamatan adalah 
suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari 
risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang 

disebabkan oleh rnariusia, kendaraan, Jalan, 
clan/ a tau lingkungan. 

23. Trayek adalah lintasan kendaraan umurn untuk 
pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil 

penumpang, mobil bis, yang mempunyai asal clan 

tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap clan jadwal 

tetap maupun tidak berjadwal. 



24. Izin Trayek adalah izin penyclenggaraan 

angkutan orang dengan kendaraan bermotor 
umum untuk angkutan dalarn trayek. 

25. Izin Opera si adalah izin penyelenggaraan 

arigk utan orang dengan kendaraan berrnotor 

umum untuk angkutan tidak dalarn trayek. 
26. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan 

kepada pelaku usaha un tuk memulai dan 

rnenjalankan usaha dan atau kegiatannya. 
27. Kawasan Perkotaan adalah kesatuan wilayah 

terbangun dengan kegiatan utarna bukan 

pertanian, memiliki kerapatan penduduk yang 

tinggi, Iasilitas prasarana jaringan transpcrtasi 

Jalan, interaksi kegiatan antar kawasan yang 

menimbulkan mobilitas penduduk yang tinggi. 

28. Subsidi Angkutan Penumpang Umurn yang 

selanjutnya disebut dengan Subsidi adalah 

ban tuan biaya perigoperasian un tuk angkutan 

L1mu111 dengan tarif yang ditetapkan pada trayck 
tertentu. 

29. Jaringan Trayek adalah kurnpulan dari Trayek 

yang menjadi eatu kesatuan jaringan pelayanan 
angkutan orang. 

30 Kere ta Api adalah sarana perkeretaapian dengan 
lenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun 
dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian 

lainriya, yang akan ataupun sedang bergerak di 
jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api. 

31. Kapal adalah keridaraan air dengan bentuk dan 

jenis terten t.u, yang digerakkan derigan tcnaga 

angin, tenaga rnekanik, energi lainnya, ditarik atau 

clitunda, terrnasuk kcndaraan yang berdava 

dukung dinarnis, keridaraan dibawah perrnukuan 

air, serta alat apung dan bangunan terapung yang 

tidak berpindah-pindah. 



32. Kapal Berbendera Indonesia adalah Kapal yang 

telah didaftarkan dalam Daftar Kapal Indonesia. 
33. Angkutan Sungai dan Danau adalah Kegiatan 

angkutan dengan menggunakan Kapal yang 

dilakukan di sungai, waduk, rawa, banjir kanal, 
dan terusan untuk mengangkut periumpang 

clan/ a tau barang yang diselenggarakan olch 

perusahaan Angkutan Sungai dan Danau. 

34. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan 

yang berfungsi sebagai jernbatan yang 

menghubungkan jaririgan jalan clan/ a tau jalur 

kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk 

merigangkut penumpang dan kendaraan beserta 

muatannya. 

35. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan 

dan/ a tau perairan dengan batas-batas tertentu 
sebagai tempat kegiatan pernerintahan dan 

kegiatan pengusahaan yang dipergunakan 

sebagai ternpat Kapal beraandar, naik turun 

pen um pang, clan/ a tau bongkar rnuat barang, 
berupa terminal clan tempat berlabuh Kapal yang 

dilengkapi dengan fasilitas Keselamatan dan 
Keamanan Pelayaran dan kegiatan penunjang 

Pelabuhan serta sebagai ternpat perpindahan intra 

dan antar moda transportasi. 
36. Pelabuhan Sungai dan Danau adalah Pelabuhan 

yang digunakan untuk melayani angkutan sungai 
dan danau yang terletak di sungai dan danau. 

37. Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau 
dipekerjakan di atas Kapal oleh pemilik atau 

operator Kapal untuk melakukan tugas di atas 

Kapal sesuai denzan .iabatannva yang tercantum 
dalam buku sijil. 

38. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau 
badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun 

yang tidak berbadan hukum. 



Pasal3 

Penyelenggaraan perhubungan bertujuan untuk 

rncwujudkan pelayanan perhubungan yang 
memenuhi aspek Keamanan dan kenyarnanan dalam 

rarigka mernperlancar mobilitas orang clan/ atau 
barang, menghubungkan seluruh wilayah Daeruh, 
serta mernajukan kesejahteraan masyarakat. 

Pasal2 

Pengaturan pcnyelenggaraan perhubungan 
dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Perangkat 

Daerah clan pihak terkait dalarn penyelenggaraan 
pernubungan guna mcningkatke,n keluricarari 

mobilitas rnasyarakat. 

Bagian Kedua 

Maksud clan Tujuan 

39. Ba clan adalah sekurnpulan orang dan/ a tau modal 

yang rnerupakan kcsatuan, baik yang rnelakukan 
usaha rnaupun yang tidak melakukan usaha yang 

meliputi perseroan terbatas, persercan 

kornanditer, perseroan lainnya, Baclan Usaha Milik 

Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah 

(SUMO) dengan nama dan dalarn bentuk apapun, 

Iirrna, korigsi, koperasi, dana pensrun , 

persckutuan, perkurnpulan, yayasan, organisasi 

ma.saa , organisasi sosial politik, atau organisasi 

lairmya, lembaga dan bentuk Sadan lainnya 
terrnasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk 

u saha tetap. 

40. Diaperisa si adalah keputusan pejabat 

pernerintahan yang berwenang sebagai wujud 

persetujuan atas perrnohonan warga masyarakat 

yang merupakan pengecualian terhadap suatu 

larangan atau perintah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undarigan. 



Pasal 5 

Dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan 
.raian, Bupat1 oerwenang can bertanggung jawab 
dalam: 
a. penyusunan dan penetapan rencana induk 

Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 
b. penyediaan perlengkapan .Jalan di Jalan Daerah 

clan .Jalan Desa; 

c. penyediaan fasilitas pendukung untuk Jalan 

Daerah clan Jalan Desa; 

d. pengoperasian Terminal penumpang tipe C; 

Bagian Kesatu 
Lalu Lin ta s clan Angkutan Jalan 

BAB II 

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB 

PEMERINTAH DAERAH 

Pasal4 

( 1) Ruang lingkup penyelenggaraan perhubungan, 

meliputi: 

a. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 
b. Angkutan Sungai dan Danau; 
c. Perkeretaapian; dan 

cl. pengendalian Daerah lingkungan kepentingan 

bandar udara. 
(2) Penyelenggaraan perhubungan sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) dilakeanakan secara 
terpadu melalui keterkaitan antar moda dan 

intra moda untuk menjangkau dan 

menghubungkan seiuruh wilayah di Daerah dan 

antara Daerah dengan daerah lainnya. 

Bagian Ketiga 

Ruang Lingkup 



e. pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu 

Lintas untuk jaringan Jalan Daerah dan Jalan 

Desa; 

f. persetujuan hasil Andalalin untuk Jalan Daerah 

dan/ atau Jalan Desa: 
g. audit dan inspeksi Keselarnatan di Jalan Daerah; 
h. rnelakukan pengawasan terhadap bengkel umum 

kendaraan bermotor; 
1. melaksanakan uji berkala kendaraan bermotor; 
J. menetapkan jenis dan penggunaan kendaraan 

tidak bcrrnotor di Dacrah; 

k. penyediaan angkutan umum untuk jasa 

angkutan orang dan/ a tau barang dalam 1 (satu) 
Daerah; 

1. penetapan Kawasan Perkotaan untuk pelayanan 
angkutan perkotaan; 

m. penetapan rencana umum Jaringan Trayek 
perkotaan serta kebutuhan Kendaraan Bermotor 

Umum setelah mendapat persetujuan dari 

Menteri yang mernbidangi urusan perhubungan; 
n. penetapan rencana umurn Jaringan Trayek 

pedesaan serta kebutuhan Kendaraan Bermotor 
Um urn; 

o penetapan wilayah operasi angkutan orang 
dengan menggunakan taksi dalam Kawasan 
Perkotaan; 

p. penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang 
dalam Trayek yang meliputi Trayek perkotaan, 
antar kota dan perdesaan; 

q. penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang 
tidak dalam Trayek; dan 

r. penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan 

orang yang melayani Trayek antarkota dalarn 
Daerah serta angkutan perkotaan dan perdesaan, 



menjaga keseimbangan antara penyediaan 

dan perrnintaan angkutan umum; dan 

c. rnelakukan pernantauan dan pengevaluasian 

terhadap angkutan orang dan barang. 

(2) Pernerintah Dae rah rnernberikan Iasilitasi luyana n 

clan kemudahan penyelenggaraan perididikan clan 

pelatihan bagi tenaga rnekanik dan pengemudi. 

kepada 
ctengan 

pernndungan 
Angkutan Urnum Perusahaan 

Pasal 7 

( 1) Pemerintah Daerah sebagai penyelcnggara 
angkutan wajib: 
a. mernberikan jarninan kepada pengguna jasa 

angkutan umum untuk mendapatkan 
pelayanan: 

b. memberikan 

Pasal6 

Bupati dapat menyelenggarakan selain urusan Lalu 

Lintas dan Angkutan .Jalan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 bcrupa: 

a. melakukan pengawasan clan pernantauan 

pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor; 

b. menyelenggarakan forum Lalu Lintas dan 
angkutan Jalan sesuai kewenangan; 

' c. penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan .Jalan 
dalarn kegiatan pelayanan Iangaung kepada 

masyarakat sesuai kewenangannya; 
d. perietapan batas kecepatan paling tinggi atas 

pertirnbangan Keselarnatan atau pertimbangan 

khusus lainnya di Jalan Daerah dan Jalan Desa; 

e. menetapkan pemberian Subsidi untuk angkutan 
pen um pang umum dengan tarif kelas ekonomi 
pada Trayek tertentu atau angkutan barang pada 
lintas tertentu; dan 

f. penegakan h ukurn scsuai kewenangannya. 



Pasal9 
Dalarn penyelenggaraan perkeretaapian Bupati 

berwenang dan bertanggung jawab dalarn: 

a. penetapan rencana induk perkeretaapian Daerah; 
b. perierbitan izin usaha, izin pernbangunan dan izin 

o pe r-a si prasuraria perkeretaapian urnurn yang 
jaringan jalurnya di dalarn Daerah; 

Perkeretaapian 

penurnpang kelas ekonomi clan kendaraan 
beserta muatannya pada Iintas penyeberarigan 

dalam Daerah: dun 

d. pembangunan clan penerbitan izin Pelabuhan 

sungai dan danau yang melayani Trayek dalam 

Daerah. 

Pen ye berangan tarif Angkutan c. perietapan 

Angkutan Sungai clan Dariau urrtuk Kapal yang 

rnelayani Trayek dalarn Daerah; 
b. perietapan Iin tas penycbcr angan da n persetujuan 

pengoperas1ar1 Kapa! yang melayani lintas 

Pclab ub an d a larn satu Dae rah: 

penyelenggaraan Trayek Izin a. penerbitan 

Pasal8 

Dalam penyelenggaraan Angkutan Sungai dan 
Dan au, Bu pati berwenang dan bertanggung jawab 

dalam: 

Bagian Kedua 

Angkutan Sungai dan Danau 

kelancaran Lalu Lintas dan angkutan Jalan. 

dan ketertiban , Keselamatan , Kearnarian , 

(3) Pernerintah Daerah rnelakukan pernbinaan 

terhadap manajernen Perusahaan Angkutan 

Umum untuk rneningkatkan kualitas pelayanan, 



Pasal 11 

Arah kebljakan clan tataran transportasi lokal Daerah 
meliputi : 
a. pengharmonisasian sistem jaringan J alan dengan 

kebljakan rericana tata ruang, serta 
meningkatkan keterpaduan derigan sistem 

jaringan praaararia lainnya dalam konteks 

pelayanan antarmoda; 

BAB III 
ARAH KE:BIJAKAN DAN 

TATARAN TRANSPORTASI LOKAL 

lingkurigan kepentingan bandar udara berupa 

pengeridalian terhadap penggunaan chm 
pc me.nfe.atu.n to.nah diluar bandara dun {:lkse<;. .Ia la n 

merruju baridara. 

daerah merigendalikan Dae rah Pemerintah 

Pasal 10 

Bagian Keernpat 
Pengendalian Daerah Lingkungan Kepentingan 

Bandar Udara 

c. penetapan jaringan jalur Kereta Api yang 

jaringannya dalam Daerah; 

d. penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada 
jaringan jal ur Kereta Api dalam Daer ah; 

e. penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian 
um um yang jaringan jalurnya di dalam Daerah; 

f. Perictapan jaringan pelayarian perkeretaapian 

padajaringan jalur perkeretaapian dalam Daerah; 

clan 

g. Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan 

perkeretapian khusus, izin operasi dan penetapan 

jalur Kereta Api khusus yang jaringannya dalam 

Daerah. 



b. pengembangan Renca.na lnduk .Jaringan Lalu 

lintas Jalan Daerah berbasis wilayah; 

c. pengernbangan angkutan massal: 

cl. pcngembangan angkuta.n yang berbasis energi 

alternatif; 

e. mendorong keterli batan peran d unia usaha dan 
rnasyarakat dalam penyelenggaraan dan 
penyediaan prasarana Jalan; 

f. peningkatan kondisi pelayanan prasarana Jalan 

melalui penanganan rnuatan lebih secara 

kornprehensif, dan melibatkan berbagai instansi 
terkait; 

g pen ingkatan keselarnatan lalulintas .Jalan secara 
kornprehensif dan terpadu; 

h. peningkatan kelancaran pelayanan angkutan 
.Jalan secara terpadu melalui penataan, siatern 

jaringun dan terminal, serta manajemen rekayasa 

Lalu Lintas; 

1. pcningkatan alcsesibilitas pelayanan kepada 

masyarakat melalui penyediaan pelayanan 

angkutan di Daerah, termasuk aksesibilitas 
untuk penyandarrg disabilitas; 

J. peningkatan eflsiensi dun cfcktivitas peraturan 
serta kinerja kelembagaan; dan 

k. peningkatan profesiorialisme sumber daya 

manusia aparatur dan operator serta disiplin 

pengguria jasa, peningkatan kemampuan 
rnanajemen dan rekayasa lalu lintas, serta 
pernbinaan teknis tentang pelayanan operasiorial 

transportasi, dan dukungan pengembangan 

transportasi yang berkelanjutan, terutama 
penggunaan transportasi umum masal yang 

efisien. 



Pasal 13 
(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas 

pembinaan Lalu Lintas dan angkutan Jalan 
meliputi: 

a. perencanaan; 
b. pengaturan; 

Bagian Kesatu 
Pernbinaan 

BABIV 

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS 

DAN ANGKUTAN JALAN 

Bupati. 

Api; dan 

c. koridisi tingkat bangkitan dan tarikan, serta 
pola pergerakan saat ini clan yang akan 

datang mclalui pcr arne.lnn tra.nsportasi. 

(4) Dokumen perencanaan se ktor trarisportasi 

~e0<1r tataran tran~rrta~i lokal ditetaran oleh 

darat, Angkutan Sungai dan Daria u , Ke re t a 

(2) Dokumen perencanaan sektor transportasi 

sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) digunakan 
sebagai pedoman penyelenggaraan perhubungan 
di Daerah. 

(3) Dokumen perencanaan sektor transportasi 

sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) paling 

sedikit memuat: 

a. perkernbangan lingkungan strategis internal 
dan eksternal; 

b. arah pengembangan jarmgan transportasi 

trarisportasi. 

Pasal 12 

( 1) Penyelenggaraan Perhubungan secara terpadu 
sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) 
di tuangkan cl a lam dokumen perencanaan sektor 



Pasal 14 

( 1) Bupati berwenang menyuaun dan menetapkan 

re ncana induk Jaringan Lalu Lintas clan 

Angkutan Jalan yang disusun secara berkala 

dengan mernpertirnbangkan kcbutuhan Lalu 

Lintas dan angkutan Jalan dan ruang kegiatan di 

Dae rah. 

(2) Proses penyusunan dan penetapan rericana 

induk .Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan .Jala n 

sebagaimana .dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

derigan memperhatikan: 

a. rcncana tata ruang wilayah nasional; 

b. rencana tata ruang wilayah provinsl; 
c. rencana tata ruang wilayah Daerah ; 

d. rencana induk .Jaringan Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan nasiorial; dan 

e. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan provinsi. 

Bagian Kedua 

Rcncana Induk .Jar inga n Lalu Li n ta e dan 

Angkutan .. Jalan 

c. pcngcndalian; dan 

d. pengawasan, 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

meliputi: 

a. penctapan sasaran dan arah kebijakan sistem 

l.alu Lintas dan angkutan Jalan Daerah dan 

.lalan Desa: 

b. pernberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, 

dan izin kepada Perusahaan angkutan Umurn 

di Dacrah: clan 

c. pengawasan terhadap pelaksanaan Lalu 

Lintas dan angkutan .Jalan Daerah dan Jalan 

Desa. 



moda transportasi; 

c. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul skala 
Daerah; dan 

da.n r atau 
perjalanan 

a. prakiraan perpindahan orang 
bararig menurut asal tujuan 
lingkup Daerah; 

b. a re h dun kebijakan penman Lalu Lintas dan 
angkutan .Jalan Daerah dalam keseluruhan 

(3) Rencana induk .Jaringan Lalu Lintas dan 

Angkutan .lalan sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) berlaku selarna kurun waktu 20 (dua 

puluh) tahun clan dievaluasi secara bcrkala paling 

sedikit 5 [lima] tahun seka.li. 

(4) Rencana induk .Jaringan Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pacla 

ayat ( 1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 
(5) Rencana induk .Jar inge,n Lal u Lin tas dan 

Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi: 

a. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan 
Angkutan .Jalan Daerah unruk antarkota 

dalarn wilayah Daerah; 

b. rencana induk Jaringan Lalu Lin tas dan 

Angkutan Jalan Daerah untuk perkotaan 

dalam wilayah Daerah; dan 

c. rcncana induk .Jaringan Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan Daerah untuk perdeeaan 

dalarn wilayah Daerah. 

(6) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan 

Angkutan .Jalan sebagairnana dimaksud pada 

ayat ( 1) disuaun berdasarkan kebutuhan 

rransportasi dan ruang kegiatan yang berskala 

Dae rah. 

(7) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan 
Angkutan .Ialan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) mernuat: 



(3) Penetapan dan/ a tau perubahan kelas Jalan 
Daerah clan Jalan Desa ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 

Kearnanan, ketertiban, kelancaran serta 
kenyamanan pengguna Jalan maka diperlukan 
penetapan kelas Jalan Daerah dan .Jalan Desa. 

(2) Penetapan kelas .Jalan scbagaimana dirnaksud 

pada aya t ( 1) berdasarkan karakteristik 

kendaraan bermotor serta daya dukung Jalan 
untuk menerima muatan sumbu terberat. 

Keselarnatan, meningkatkan gun a Jalan 

Pasal 15 

(1) Untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan 

Bagian Ketiga 

Kelas .Jalan 

Trayek angkutan antarkota, perkotaan, dan 

perdesaan dalam Daerah; 
e. penyusunan rencana urnum jaringan lintas 

angkutan barang; 
f. pembangunan Simpul Daerah; dan 

g. pengernbangan teknologi dan industri Lalu 

Lin ta s dan angkutan Jalan Daerah dan Jalan 
Desa. 

jaringan um um rencana d. penyusunan 

cl. rencana kebutuhan ruang Lalu Lintas skala 

Dae rah. 
(8) Rencana induk .Jaringan Lalu Lintas dan 

Angkutan .Jalan sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) merupakan arahan dan pedoman untuk: 
a. pengembangan Jaringan Lulu Lintas clan 

Angkutan Jalan; 
b. penyusunan rencana umum Lalu Lintas dan 

angku tan J alan; 
c. penyusunan rcncana umum jaringan Jalan 

Daerah dan Jalan Desa; 



(4) Kclas .Jalan terdiri dari : 

a. .Jalan kelas I (satu), yaitu Jalan arteri clan 
kolcktor yang dapat dilalui Kendaraan 

Bermotor dengan ukuran lebar paling 
tinggi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, 

ukuran panjang paling tinggi 18.000 

(delapan belas ribu) milimeter, ukuran 

ketinggian paling tinggi 4.200 (empat ribu 

dua ratus) milimeter dan bcrat muatan 

sumbu paling tinggi 10 (sepuluh) ton; 

b. Jalan kelas 11 (dua), yaitu Jalan arteri, 

kolektor, lokal, clan lingkungan yang dapat 

dilalui Kendaraan Berrnotor dengan ukuran 
lebar paling tinggi 2.500 (dua ribu lima ratus] 

milimeter , ukuran panjang paling tinggi 

12.000 (dua belas ribu) milirneter, ukuran 

ketinggian paling tinggi 4.200 milimeter dan 

berat muatan surnbu paling tinggi 8 

(delapan) ton; clan 
c. Jalan kelas 111, yaitu .Jalan arteri, kolektor, 

lokal, clan lingkungan yang dapat dilalui 

Keridaraan Berrnotor dengan ukuran lebar 

paling Linggi 2.100 (dua ribu seratus] 

milimeter, ukuran panjang paling tinggi 

9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran 

ketinggian paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima 

ratus) milimeter dan berat muatan sumbu 

terberat 8 (delapan) ton. 

(5) Dalam keadaan tertentu daya dukung .Jalan 

kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
h u ruf c dapat ditetapkan muatan sumbu 

terberat kurang dari 8 (delapan) ton. 

(6) Keadaun tertentu sebagaimana dirnaksud pada 

ayat (2) ditetapkan oleh Bupati. 

(7) Ke tcn tua.n lebih lanjut rnengenai pernanfaatan 
.Ja la n berdasarkan kelas .Jalan diatur dalam 

Peraturari Bupati. 



mendapat Dispensasi dari Bupati. 
(2) Semua akibat yang ditirnbulkan dalarn rangka 

perlakuan khusus terhadap konstruksi Jalan 

dan jernbatan sebagairnana dimaksud pada 

ayat ( 1) merijadi tanggurig jawab pemohon 

Dispensasi. 
(3) Perbaikan terhadap kerusakan Jalan dan 

je mbatan sebagai akibat penggunaan ruang 

rnanfaat Jalan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) menjadi tanggung jawab pemohon 
Dispensasi. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dispen sasi 

diatur dalam Peraturan Bupati. 

( 1) Penggunaan ruang manfaat Jal an yang 
mernerlukan perlakuan kbusus terhadap 

koristruksi Jalan dan jembatan harus 

Pasal 17 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi 

tanggung jawab pengguna Jalan. 

ketentuan terhadap pelariggaran oleh 

kendaraan bermotor melalui Jalan Daerah dan 
.Jalan Desa yang memiliki kelas Jalan yang lebih 
rendah dari kelas J alan yang diizinkan oleh 

keridaraan tersebut. 

(3) Perbaikan keruaakan .Jalan yang diakibatkan 

mengemudikan dilarang orang (2) Seliap 

Pasal 16 

(1) Pcnctapan kelas Jalan dinyatakan dengan 
pcma:sa.nga.n rarnbu lalu lintas yang dipasang 

pada ruas Jalan. 



Pasal 18 

(1) Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas 

umum dilengkapi dengan perlengkapan Jalan 

berupa: 
a. Rambu Lalu Lintas; 

b. Marka Jalan; 

c. APILL; 

d. Alat Penerangan Jalan; 

e. alat pengendali pengguna Jalan, terdiri atas; 

1. alat pembatas kecepatan; dan 
2. alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan; 

f. alat pengamanan pengguna Jalan, terdiri 

atas: 
1. pagar pengarnan: 

2. cerrnin tikungan; 
3. tandu patok tikungan (delineator); 

4. pulau-pulau Lalu Lintas: dan 

5. pita penggaduh, 

g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan 

penyandang dieabilitae; dan 

h. Iaeilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan 

angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di 

luar badan .Jalan , terdiri dari: 

1. jalur khusus angkutan umum; 
2. jalur/lajur sepeda motor; 
3. jalur/ lajur keridaraan tid ak bermotor; 

4. fasilitas perpindahan moda dalam rangka 

integrasi pelayanan intra dan antar moda; 

dan/atau 
5. ternpat istirahat. 

Bagian Kecmpat 

Perlengkapan Jalan dan Faailitas Pendukung 



Pasal 20 

(1) Un tuk meriunjang kelaricaran perpindahan 

orang serta keterpaduan intrarnoda clan 
antarmoda di ternpat terteritu, dapat dibangun 

dan diselenggarakan Terminal penurnpang 
tipe C. 

Bagian Kelirna 

Penyelenggaraan Terminal Penumpang Tipc C 

Pa sal 19 

( 1) Setiap Orang dilarang melakukan perbuatan yang 
me ngukibatkan kerusakan dan z atau gangguan 
l'ungsi perlerigka pari .Jalan sebagaimana 

dimaksud dalarn Pasal 18 ayat ( 1). 

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana 
dirnaksud · pada ayat ( 1) dikenai sankei 

administratif berupa denda administrasi. 

(3) Ketentuan lebih lanjut rnengeriai uua c a r a 

penge naari sanksi adrnirristratif sebagaimaria 

dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan 
Bupati. 

(2) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, 

perneliharaan, perbaikan, penghapusan, dan 
pengawasan perlengkapan .Jalan sebagairnana 

dimaksud pada ayat ( 1) harus sesuai dengan 

peruntukan clan dilakukan berdasarkan hasil 
analisis Manajernen clan Rekayasa Lalu Lintas. 

(J) Kctcru uan lebih lanjut mengenai jerns 

perlengkapan .Jalari, penentuan lokasi, 

pengadaan, pernasangan, perneliharaan, 
perbaikan, penghapusan, dan pengawasan 
perlengkapan Jalan diatur dalarn Peraturan 

Bu pat i. 



persyaratan: 

a. lokasi: 

b. teknis: dan 

c. pelayanan. 

(3) Klasifikasi Terminal penumpang tipe C 

sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) ditetapkan 

melalui kajian teknis terhadap intensitas 

kendaraan yang dilayani meliputi: 

a. tingkat perrnintaan angkutan; 
b. keterpad uun pelayanan angkutan; 
c. jurnlah Trayek; 

cl. jenis pelayanan angkutan; clan 

e. fasilitas utama dan fasilitas penunjang 

Terminal. 

(4) Bupati menetapkan Terminal penumpang tipe C 
sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(5) Tipe Terminal penumpang tipe C sebagalmana 

dirnaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat 

bcrubah sesuai dengan kebutuhan pelayanan 

angkutan clan dilaksanakan sesuai ke te n tu an 
peraturan perundang- undangan, 

penumpang tipe C yang melayani kendaraan 

umum untuk angkutan antar kcta dalarn Daerah, 
arigk u tan perkot aa n clan angkutan perdesaan. 

(2) Terminal penumpang tipe C sebagaimana 

dirnaksud pada ayat (1) harus memenuhi 

Terminal mengelola Dae rah ( 1) Pernerintah 

Pasal 21 

(2) Terminal penumpang tipe C sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) rnerupakan bagian dari 
Simpul .Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
sebagai pcrwujudan dari rencana irid uk Jaringan 

Lalu Lintas dan Angkutan .Jalan. 



Pasal 25 
(1) Daerah pengawasan Terminal merupakan 

wilayah di luar lingkungan kerja Terminal, yang 
diawasi oleh petugas Terminal untuk kelancaran 

ar-us lalu lintas sekitar Terminal dan 

pengendalian pelayanan angkutan penumpang. 

peluksuriaan perriba nguria n. 

Pasal 24 

( 1) Lingkurigan kerja Terminal mer upakan wilayah 

yang diperuntukkan bagi fasilitas Terminal. 
(2) Pengaturan dan pernanfaatan daerah lingkungan 

keda Terminal se bagaimana dimaksud pada 
ayat ( l) rncnjad i langgung jawab penyelenggara 

Terminal. 
(3) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana 

dimaksud pad a ayat ( I) clikelola oleh 
penyeleriggara Terminal dan digunakan untuk 

Pasal23 

Untuk keterpaduan antarmoda angkutan dan 

kem udahan akses pada Simpul trarisportasi yang 

meliputi bandar udara, Pelabuhan, clan stasiun 
Kereta Api, serta pusat kegiatan, dapat dilengkapi 

dengan Iasilitas perpindahan moda angkutan umum. 

Pasal 22 

( 1) Pernbangunan Terminal Penumpang tipe C 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 

rnerupakan tanggung jawab Pernerintah Daerah. 
(2) Pernbangunan Terminal Penumpang tipe C 

scbagairnaria dimaksud pada ayat (1) dapat 
dikerjasarnakan dengan badan usaha milik 
negara, badan usaha milik Dae rah , badan usaha 

milik desa, koperasi, dan swasta sesuai dengan 
ketcntuan peraturan perundang-undangan. 



sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 

ses uat ketcntuan peraturan perundang­ 
undangan. 

(3) Penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang 
milik .Jalan sebagairnana dirnaksud pada ayat ( l) 

dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara 
Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa: 

a. usaha kh uau s perparkirari; atau · 

b. penunjang usaha pokok. 

parkir 

Pasal 28 

( 1) Penyediaan fasilitas Parkir untuk umum di luar 

ruang milik Jalan wajib memiliki izin. 

(2) Izin penyelenggaraan Iasilitas 

Pasal 27 

( 1) Fasilitas Parkir untuk urn um di luar ruang milik 

Jalan dapat berupa taman Parkir dan/ atau 
ged ung Parkir. 

('.2) Fasilitas Parkir untuk umum di luar ruang milik 

.Jalan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) 

diperuntukkan untuk sepeda dan kendaraan 
bermotor. 

Paragraf 1 

Fasilitas Parkir Umum di Luar Ruang Milik Jalan 

Bagian Keenam 

Parkir 

Pasal26 

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan 

Terminal penumpanz tipe C sebagaimana dimaksud 
clalam Pasal 20 diatur dalam Peraturan Bupati. 

(2) Kelancaran arus lalu lintas sebagaimana 

dimaksud pad a ayat ( 1) dilakukan melalui 
Manajernen clan Rekayasa Lalu Lintas. 



sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
unclangan. 

kenclaraan untuk se ped a dan 

ayat (1) pad a dimaksud sebagaimana 

d ipcr u n t uk kari 

bermotor. 
(3) Penyelenggara fasilitas Parkir umum di dalam 

ruang milik J alan se bagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) dapat bekerjasama dengan pihak ketiga 

Pasal 30 
( 1) Fa sil itas parkir untuk um um di dalam ruang 

rnilik J alan hanya dapat diselenggarakan di 

ternpat tertentu yang harus dinyatakan dengan 
Ram bu Latu Lintas dan/ atau Marka Jalan. 

(2) Fasilitas parkir umum di dalam ruang milik Jalan 

Paragraf 2 

Fasilitas Parkir Umum di Dalarn Ruang Milik Jalan 

Pasal 29 

Ketcntuan lebih lanjut mengenai fasilitas parkir 

urnurn diluar ruang milik Jalan diatur dalam 
Peraturan B'upa ti. 

(4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana 

dimaksud pad a ayat ( 1) dikenai sanksi 
adrninistratif berupa: 

a. teguran lisan; 

'b. teguran tertulis; 

c. perighentian serneritara kegiatan; dan/ a tau 

d. derida administrasi. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 

pengenaan sanksi administratif sebagaimana 

dimaksud pe.da ayat (4) cliatur dengan Peraturan 

Bupati. 



kebakaran atau surnber air untuk pernadam 

kebakars n; dun/ atau 

1. pada ruas derigan tingkat kernacetan tinggi. 
(2) Pelanggaran terhadap kctcntuan ecbagaimane 

climaksud pad a ayat ( 1) dikeriai sanksi 
administratif berupa: 

a. teguran lisan: 

b. leguran tertulis; 

c. perighentian sernentara kegiatan; 
d. pencabutan sementara izin; 

e. pencabutan tetap izin; dan/atau 

f. dencla administrasi. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 

pengenaan sanksi adrninistratif sebagairnana 

dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan 
Bupati. 

pemadam keran dengan k. bcrdeka tun 

b. jalur khusus pejalan kaki; 

c. jalur khusus sepeda; 
d. tikungan; 

e. jernbatan; 

I. Lerowongan; 
g. tempat yang mendekati perlintasan sebidang; 
h. ternpat yang mendekati persimpangan/ kaki 

persirnpangan: 
1. muka pin tu keluar masuk pekarangan/ pusat 

kegiatan; 

J. tempat yang dapat menutupi Rambu Lalu 

Lintas atau APJLL; 

a. tempat penyeberangan pejalan kaki atau 
te mpat penyeberangan sepeda yang telah 

diteritukan · I 

Pasal 31 

( 1) Fasilitas Parkir umum di dalarn ruang milik Jalan 

sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 30 duarang 

clilakukan di: 



b. pengaturan: 
c. perekayasaan: dan 
cl. penga was an. 

a. perencanaan; 

Pasal 35 

( 1) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 

dilaksanakan un tuk mengoptirnalkan 

penggunaan jaringan Jalan clan gerakan Lalu 

Lintas dalam rangka meniamin Kearnanan, 
Keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu 
Lin tas dan angku tan J alan. 

(2) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas meliputi 

kegiatan: 

Paragraf 1 
Umum 

Bagian Ketujuh 
Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas 

Pasal34 

Ketentuan lebih lanjut terkait fasilitas Parkir umum 
di dalarn ruang milik Jalan diatur dalam Peraturan 
Bupati. 

perundang-undangan. 

peraturan ketentuan dengan sesuai Jalan 

Pasal 33 
Pemerintah Daerah dapat menarik retribusi atas 

penyelenggaraan Parkir umum di dalam ruang milik 

Pasal 32 

Lokasi fasilitas Parkir umum di dalam ruang milik 
Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 
ditctapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan 



angku tan orang clan bararig; 

d. inventarisasi clan analisis ketersediaan atau 
daya tarnpung .Jalari; 

e. inventarisaei dan arraliais keter sediaan atau 

claya tampung kendaraan; 

f. inventarisasi dan Andalalin; 
g. penetapan tingkat pelayanan ruas Jalan; clan 
h. penetapan rericana kebijakan pengaturan 

penggunaan jaringan Jalan clan gerakan Lalu 

Lintas. 
(2) Ketentuan lebih lanjut terkait Perencanaan 

Manajernen dan Rekayasa Lalu Lintas diatur 
clalam Peraturan Bupati. 

kebutuhan analisis dan c. inventarisasi 

Pasal36 

( 1) Perencanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu 

Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 
ayat (2) huruf a meliputi: 
a. identifikasi masalah Lalu Lintas; 

b. inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu 

Lintas; 

Pcrcricarrae.n 

Paragraf 2 

(3) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan 
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 
se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) un tuk J alan 
Daerah clan Jalan Desa berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 



undangan. 
perundang- peraturan ketentuan seauai 

pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan, 

(2) Kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan 

La lu Lintas sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) 

huruf a meliputi: 

a. perintah , larangan, peringatan, dany atau 

petunjuk yang bersifat urnum di semua ruas 

.Jalan Daerah dan .Jalan Desa; dan 
b. perintah , larangan, peringatan, clan/ a tau 

petunjuk y~ng berlaku pada tiap ruas .Jalan 

Daerah dan .Jalan Desa. 
(3) Penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan 

clan gerakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan 

Daerah dan .Jalan Desa yang beraifat perintah, 
larangan, peringatan atau petunjuk harus 
dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, Marka 
.Jalan dan/ atau APILL. 

(4) Pcrigaturan Manajcmen dan Rekayasa Lalu Lintas 
sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan 

dalarn 

Pasal 37 

( 1) Pcnga.turan Manajcrnen dun Rekayasa Lalu Lintas 

sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 35 ayat (2) 
h uruf b melipuLi: 

a. penetapan kebijakan penggunaan jaringan 

.ialan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan 

Jedan Daerah da n .Jalan Desa: dan 

b. sosialisasi kepada rnasyarakat 

Paragraf 3 

Pengatu ran 



Pasal 39 

( 1) Pengawasan Manajemen dan Rekayasa Lalu 
Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 

ayar (2) huruf d, dilakukan dengan cara 
pem be rian izin a tau rekomendasi terhadap: 
a. perrilaiari terhadap pe lalcsa n aa n kebijakan; 

dan 
b. tirid alca.n korektif tcrhadap kebijakan, 

Paragraf 5 
Pengawasan 

Pasal38 

( 1) Perekayasaan Manajemen dan Rekayasa Lalu 

Lin tas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 
ayat (2) huruf c pada Jalan Daerah dan Jalan 
Deso. berupa: 

a. perbaikan geometrik ruas Jalan clan/ atau 

per sirnpe ngari serta perlengkapan Ja.lan yang 
tidak berkaitan langsung dengan pengguna 

Jalan; 

b. pengadaan, pernasangan, perbaikan, clan 
pemeliharaan perlengkapan Jalan yang 

berkaitan langsung dengan perigguna .Jalan; 

dan 
c. optimalisasi operasional rekayasa Lalu Lintas 

untuk rneningkatkan ketertiban, kelancaran, 

dan efektivitas penegakan hukum pengadaan, 
pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan 

perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung 
dengan pengguna Jalan. 

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang perekayasaan 
Mariajernen dan Rekayasa Lalu Lintas diatur 

dalam Peraturan Bupati. 

Paragraf 4 

Perekayasaan 



(1) Setiap rencana pembangunan pusat 

kegiatan, perrnukiman, clan infrastruktur yang 
akan menimbulkan gangguan Keamanan, 

Kcsclamatan, ketertiba n dan kelancaran Lalu 

Lin tas dan angkutan Jala.n pada Jalan Daerah 

dan .Jalan Desa wajih dilakukan Andalalin. 

(2) Pusat kegiatan sebagairnana dimaksud pada 
ayat (l), berupa bangunan untuk: 
a. kcgiatan perdagangan; 

b. kegiatan perkantoran; 
c. kegiatan industri: 
d. kegiatan pariwisata: 
e. fasilitas pendidikan; 

f. Iasilitas pelayarian um um; dan/ atau 

g. kegiatan lain yang dapat menimbulkan 

bangkitan dan/ atau tarikan Lalu Lintas. 

(3) Permukiman sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), berupa: 
a. perurnahan dan permukiman; 

Pasal 40 

Bagian Kedelapan 

Persetujuan Hasil Andalalin Untuk Jalan Daerah 

(2) Penilaian scbagairnana dimaksud pada ayat ( 1) 

huruf a dilaksanakan berupa pemantauan dan 
analisis terhadap efektivitas pelaksanaan 

kebijakan untuk .Jalan Daerah dan Jalan Desa. 

(3) Tindakan korektif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam 
bentuk penyempurnaan atau pencabutan 

kebijakan penggunaan Jalan dan gerakan Lalu 
Lintas. 

(4) Perigawa san Manajernen dun Rekayasa Lulu 

Lintas sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan 
perundang- undangan 



diselenggarakan Manajernen Kebutuhan Lalu 

Lin tas berdasarkan kri teria: 

a. perbandingan volume Lalu Lintas kendaraan 

bermotor dengan kapasitas Jalan; 

Lintas, Lalu pergerakan mengendalikan 

Pasal 43 

(1) Un t uk meningkatkan efisienst dan efektivitas 

pcnggunaan ruang Lalu Lintas dan 

Bagian Ke sern bi la n 

Mariajernen Keb'ut.u han Lalu Linta.s 

• (I) Pcrnberian persetujuan sebagaimarra dirnaksud 

dalam Pasal 41 ayat (2) diberikan setelah 
dilakukan penilaian oleh tim evaluasi penilai 
Andalalin yang dibentuk oleh Bupati, 

(2) Tim evaluasi penilai Andalalin sebagaimana 
dimaksud pad ct ayat ( 1) terdiri dari unsur 

pembina sarana dan prasarana Lalu Lintas dan 
angku tan J alan. 

Pa sal 42 

analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau 
upaya pe ngelolaan lingkungan hiclup dan upaya 

pemantauan lingkungan hid up yang 

dilaksanakan clalam rangka memenuhi Perizinan 

Berusaha dalam kegiatan pendirian bangunan, 
. .~ 

(4) Ketentuan lebih lanjut terkait tata cara pemberian 
persetujuan hasil Andalalin sebagairnana 

dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan 
Bupati. 

( 1) Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam 
Paeal 40 ayat ( 1) diauaun dalarn bcntuk dokumen 
ha sil Anclalalin, 

(2) Dokumcn hasil Andalalin disampaikan kepada 
Bupati untuk mendapat persetujuan. 

(3) Do kurneri Andalalin terintegrasi dengan dokumen • 

Pasal 41 



tertentu; 

c. Lal u Lin tas se peda motor pada koridor atau 

kawasan tertentu pada waktu dan Jalan 

terte ntu: 

d. Lulu Lin tas keridaraan berrnotor umurn sesuai 
dengan klasifikasi fungsi Jalan; 

e. ruarig Parkir pada kawa san terteritu dengan 

bata san ruang Parkir maksimal: dan/ a tau 

r. Lalu Lintas kendaraan tidak bermotor umum 

pada koridor atau kawa san tertentu pada 

waktu clan Jalan tertentu. 

(3) Pernbatasan sebugaimana dimaksud pada ayat (:2) 

harus dinyarakan dengan Rambu Lalu Lintas dan 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(4) Bupati melaksanakan evaluasi setiap tahun 

atas pelaksanaan Manajemen Kebutuhan Lalu 
Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2), 

(5) Pelaksariaan evaluasi sebagairnana dimaksud 

pada ayat (4) dilakukan Perangkat Daerah yang 

menyelenggarakan urusan Perhubungan. 

(6) Ketentuan lebih lanjut terkait Manajernen 
Keb utu hari Lalu Lin tas sebagaimaria dimaksud 

pada ayat ( 1) diatur dalarn Peraturan Bupati. 

dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan dengan 

cara pernbatasan: 

a. Lalu Lintas kendaraan perseorangan pada 

koridor atau kawaaan tcrtcntu pndn wo ktu 
dan Jalan tertentu; 

b. Lalu Li n te.s kcndaraan barang pada koridor 

at.au kawa sari tertentu pada waktu clan Jalan 

pelayanan dan b. ketcrsediaan janngan 
angkutan urnurn; dan 

c. kualitas lingkungan. 

(2) Manajernen kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana 



Pasal44 

( 1) Kegiatan Keselarnatan meliputi: 
a. peningkatan kapasitas auditor dan inspektor 

Lalu Lintas dan angkutan Jalan; 
b. pelaksanenn inspeksi, audit dan pernantauan 

unit pelakeana uii berkala kendaraan 
berrnotor: 

c. pr-lak sa naa n inspeksi. audit clan pernantauan 
terhadap perlengkapan .Jalan dan fasilitas 
psndukung yang berada di Jalan Daerah; 

d. pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan 
Terminal penumpang tipe C; 

e. pelaksanaan inspekai, audit clan pernantauan 

bengkel umum kcndaruan bermotor; don 

f. pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan 

sistern manajernen Keselamatan Perusahaan 
Angkutan Umum dalarn Daerah. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai audit dan 

inspeksi Keselamatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) diatur dalam Peraturan Bupati. 

Paragruf 1 

Umum 

Bagian Kesepuluh 

Keselamatan 



Pasal45 

(1) Pemerintah Daerah menyusuri dan menetapkan 
Rencana Aksi Keselarnatan yang merrruat: 

a. sasaran Pemerintah Daerah; 
b. arah kebija kari strategis berdasarkan 

Rencana Umum Nasional Keselamatan dan 
Rencana Aksi Keselamatan Kementerian/ 
Lembaga, clan Rencana Aksi Keselarnatan 
Provinsi; 

c. kebutuhan regulasi Daerah dan tatanan 
kelembagaan Pernerintah Daerah; 

cl. rencana aksi clan target kinerja; dan 

e rencana pendanaan, 
(2) Rencana Aksi Keselarnatan Daerah sebagaimana 

dirnaksud pada ayat ( 1 ), disusun berdasarkan: 

a. Rencana Umum Nasional Keselamatan; 

b. Rencana Aksi Keselarnatan Kernenterian,' 

Lernbaga: 

c. Rencana Aksi Keselamatan Provinsi: dan 
cl. Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah dan Rericaria Pembangunan Jangka · 

Menengah Daerah. 

(3) Rencana Aksi Ke selamatan Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), berlaku selarna 5 (lima) 
tahun clan dilakukan evaluasi secara berkala 

setiap tahun. 

Paragraf 2 

Rencana Aksi Keselamatan 



ayat (1) huruf b berupa laporan keadaan dan 

ki nerja obyek yang diinspeksi dalam rangka 

periingkatan Kesetamatan Lalu Lintas clan 

Angkutan Jalan. 

inspeksi bidang 

dirnaksud pana 
(4) Basil pengawasan melal ui 

Keselarnatan sebagaimana 

Keselamatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) pada bidang sarana dan prasarana Lalu 
Linta s clan Angkutan Jalan. 

(3) Hasil pengawasan melalui audit bidang 

Keselarnatan sebagaimana dimaksud. pada ayat 

( 1) huruf a berupo. rekornendasi dalarn rangka 

peningkatan Keselamatan. 

bi dang pemantauan c. pengamatan dan 

Keselamatan 
(2) Penzawasan terhadap pelaksanaan program 

Pasal 46 

( 1) Bupati berwenang melaksanakan pengawasan 
terb adap peiaksariaan program Keselarnatan 

pada Jalan Daerah clan .Jalan Desa yang meliputi: 
a. audit bidang Kesclamatan; 

b. inspeksi bidang Keselamatan: dan 

Paragraf 3 

Pengawa san Keselamatan 

(4) Keterituan lebih la nj ut mengeriai Rcncaria Aksi 

Keselarnatan Daerah sebagaimana dimaksud 

pad a ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Bupati. 



Pasal 47 

(1) Angkutan orang dan/atau barang dapat 

menggunakan: 

a. kendaraan bermotor; clan 

b. kendaraan tidak bermotor. 
(2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a dikelompokan dalam: 

a. sepeda motor; 

b. mobil penurnpang; 

c. mobil bus; dan 

d. mobil barang. 

Paragraf 1 

Umum 

Bagian Kese be las 

Angkutan 

(5) Basil pengawasan melalui Pengarnatan clan 

Pcrnantauan Bidang Keselamatan sebagaimana 

dirnaksud pad a ayat ( 1) huruf c berupa laporan 

perkernbangan sit ua si clan kondisi Keselarnatan. 

(6) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3), ayat (4) clan ayat (5) harus ditindaklanjuti 

dengan tindakan korektif dan/ atau penegakan 

hukum. 

(7) Tindakan korektif scbagaimana dimaksud pada 

ayat (6) berupa: 

a. perbaikan kinerja terhadap obyek audit dan 

inspeksi; dan 

b. perubahan kebijakan dan/atau regulasi 
Keselamatan. 

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai perigawasan 

Keselamatan Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. 



se pedn mo to r 

keridaraan berrnotor sebagairnaria dirnaksud 

dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a wajib 
menggunakan Mobil Barang. 

(2) Dalam hal memenuhi persyaratan teknis, 
angkutan barang dengan kendaraan bermotor 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
menggunakan mobil penumpang, mobil bus, atau 

dengan menggunakan barang ( 1) Angku tan 
Pasal49 

Pasal 48 

( 1) Angkutan orang dengan menggunakan 

kendaraan bermotor eebagaimana dirnaksud 
dalarn Pasal 47 ayat (1) huruf a berupa sepeda 
motor, mobil penumpang, atau mobil bus. 

(2) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilarang 

rnenggunakan mobil barang, kecuali dalam hal: 

a. rasio kendaraan bermotor untuk angkutan 

orang, kondisi wilayah secara geografis, dan 

prasarana Jalan di Daerah belum mernadai: 
b. untuk pengerahan atau pelatihan Tentara 

Nasional Indonesia dan/ atau Kepolisian 

Negara Republik Indonesia; atau 
c. kepentingan lain berdasarkan pertimbangan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia 

dan/ a tau Pemerintah Daerah. 

Paragraf 2 

Angkutan Orang dan/ Atau Barang 

(3) Kendaraan tidak bermotor sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) huruf b meliputi: 

a. kendaraan yang digerakan oleh tenaga orang; 

dan 

b. kendaraan yang ditarik oleh tenaga hewan. 



Pasa.l 50 

( 1) Setiap angkutan orang dan/ a tau barang dengan 
menggunakan kendaraan bermotor sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a yang 
beropcrasi di jalan wajib melaksanakan uji tipe 

dan uji berkala sesuai ketentuan peraturan 
perundang- undangan. 

(3) I'ersyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) untuk mobil penumpang dan mobil bus 
meliputi: 
a. tersedia ruang muatan dan/ atau tempat 

muatan yang dirancang khusus; 
b. barang yang diangkut sesuai dengan ruang 

muatan; dan 
c. jumlah barang yang diangkut tidak melebihi 

daya angkut sesuai dengan tipe 
kendaraannya. 

(4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) untuk sepeda motor meliputi: 
a. muatan merniliki lebar tidak melebihi stang 

kernudi; 

b. tinggi muatan paling tinggi 900 (sembilan 

ratus) milimeter dari atas tempat duduk 
pengernudi; dan 

c. barang muatan ditempatkan di belakang 
pengemudi. 

(5) Selain rnernenuhi persyaratan teknis 

sebagairnana dirnaksud pada ayat (3) dan ayat (4), 

angkutan barang dengan menggunakan mobil 
penumpang, mobil bus, atau sepeda motor harus 
memperhatikan faktor Keselamatan. 



menyelenggarakan ketersediaan Angkutan umum 

untuk jasa angkutan orang dalam Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) 

melaksanakan: 

rangka dalam 
Pasal 54 

Dae rah ( 1) Pemerintah 

(3) Pemerintah Oaerah mcnyediakan angkutan 

umum untuk jasa angkutan orang dan/ a tau 
barang dalam Daerah. 

dimaksud pada ayat (1) untuk jasa angkutan 

orang clan/ a tau barang dengan kendaraan 
berrnotor urnurn. 

Pasal53 

( 1) Pcmerintah Daerah mcnyelenggarakan upaya 

pemenuhan kebutuhan angkutan orang 
darr/utau barang yang selarnat, aman, nyaman, 
dnn rerjangkau. 

(2) Pernerintah Daerah bertanggung jawab atas 
pcnyele nggaraan angkutan urnum se baga irn aria 

Paragraf 3 

Penyediaan Angkutan Umum 

Ketcntuan lebih lanjut mengenai angkutan orang 

dan/ atau barang sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 47 ayat ( 1) diatur dalam Peraturan Bupati. 

Pasal 52 

Pasal 51 

Penggunaan angkutan orang clan/ a tau barang 
clengan keridaraan tidak bermotor se bagaimana 

dirnaksud clalam Paeal 4 7 ayat ( 1) huruf b 

disesuaikan dengan karakteristik clan kebutuhan 

Daerah. 



pelayarian angkutan bararig: 
b. penanganan kondisi darurat; dan 

c. ticlak terdapat pelayanan oleh pihak swasta. 

kelangsungan dan ketersediaan a. menjaga 

Pasul 55 

Pemerintah Daerah menyediakan Angkutan umurn 

un tuk barang se bagaimana dimaksud dalam Pasal 53 
ayat (3) dilakukan dalam hal: 

daya rnanusia di bidang angkutan umum 
sebugairnana dirnaksud pada ayat ( 1) huruf b, 

huruf d dan huruf g, Pemerintah Daerah dapat 
dilaksanakan melalui kerjasarna dengan sektor 

swasta dan dilaksanakan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

pengembangan surnber umum, dan 
kendaraan penyediaan umurn, angkutan 

bermotor 

angkutan umum; 

d. penyediaan kendar aan bcrmotor um um; 

e. perigawasan terhadap pelaksanaan standar 

pelayanan minimal angkutan orang yang telah 

ditetapkan; 

f. penciptaan persaingan yang sehat pacla 

industri jasa angkutan umum; dan 

g. pengernbangan sumber daya manusia di 

bidang angkutan umum. 

(2) Penyediaan prasarana dan Iaeilitas pendukung 

perizinan penyelenggaraan c. pelaksariaan 

untuk angkutan orang dalam Trayek; 

b. penyediaan prasarana dan Iasilitas 

pendukung angkutan urnum; 

a. penctapan Rcncana Umurn Jaringan Trayek 

dan kebutuhan kcndaraan bermotor umum 



a. angkutan pcrkotaan de lam Dacrnb ; dan 

eebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) huruf a 

tcrd iri a ta.s: 

clengan 

Trayek 
orang 

dalarn 

(2) Jenis pelayanan angkutan 

keridaraan bermotor umum 

Pasal 57 

( 1) Pclayanan angkutan orang dengan kendaraan 
berrnotor umum terdiri alas: 

a. angkutan orang derigan kendaraan bermotor 
umum dalarn Trayek; dan 

b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor 
urnurn tidak dalam Trayek. 

Paragraf 4 

Angkutan Orang Dengan Kendaraan 

Bermotor Umi.1111 

b. Keselamatan; 
c. kcnyamanan; 

d. keterjangkauan; 

e. kesetaraan; clan 

r. keteraturan. 
(3) Pengawasan terriadap Peru sahaan Angkutan 

Umum dalarn pelaksanaan standar pelayanan 
minimal angkutan orang sebagairnana dirnaksud 

pada ayat ( 1) dilakukan Perangkat Daerah yar\g 

meriyeleriggarakan urusan perhubungan. 

a. Kearna na n ; 

sebagairnana 

Pasal 56 

( l) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan 
terhadap Perusahaan Angkutan Umum dalam 
pclaksanaan standar pelayanan minimal 
angkutan orang yang telah ditetapkan 

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang­ 

undangan: 
(2) Stanclar pelayanan minimal 

dirnaksud pada ayat ( 1) meliputi: 



Pasal 59 
(1) Bupati menyusun dan menetapka.n jaririgan 

Trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor 

umum berdasarkan: 

a. rencana tata ruang wilayah; 

b. halte; dan/ atau 

c. Rambu Lalu Lintas pemberhentian 

kendaraan bermotor umum. 
(3) Kendaraan yang dipergunakan urituk pelayarian 

angkutan orang dalam Trayek meliputi: 
a. mobil penumpang urrium ; dan/atau 
b. rnobil bus umum. 

Pasal 58 

( 1) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan 

bermotor umum dalam Trayek sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a harus 

mcmeriuhi kriteria: 
a. memiliki rute tetap dan teratur; 

b. terjadwal, berawal, berakhir, clan 

menaikkan atau menurunkan penumpang 

di Terminal untuk angkutan antar kota; clan 

c. mcnaikkan dan mcnurunkan penumpang 

pada ternpat yang ditentukan untuk 
angkutan perkotaan dan perdesaan. 

(2) Te mpat yang diteritukan sebagaimana dimaksucl 

pada ayat ( 1) huruf c dapat berupa: 

a. Terminal; 

b. angkutan perdesaan dalam Daerah. 

(3) Jenis pelayanan angkutan orang dengan 
kendaraan bermotor umum tidak dalam Trayek 

scbagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

terdiri atas: 

a. angkutan orang dengan menggunakan taksi; 

b. angkutan orang dengan tujuan tertentu; dan 

c. angkutan orang dikawasan tertentu. 



Pasal60 

( 1) Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana 

dirnaksud dalam Pasal 59 ayat (2) terdiri atas: 
a. jaringan Trayek perkotaan yang beracla 

dalarn Daerah; dan 

b. jaringan Trayek perdesaan. 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 

perhubungan. 
(4) Penyusunan jar inga n Tr-ayck dan kebutuhan 

kendaraan bermotor um um sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan secara 
rcrkoord ina si derigari in s tan si terkait melalui 

forum Lalu Lin Las clan angkutan .Jalan Dacrah. 

(5) Penyusunan jaringan Trayek clan kebui.uhan 
keridaraan bermotor um um sebagalmana 

dimaksud pada ayat ( 1) berpedoman pad a rencana 

ind uk Jaringan Lalu Liritas dan Angkutan Jalan 

yang telah ditetapkan, 

(6) Rencana urnum jaringan Trayek sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Bupati setelah 

mendapat persetujuan dari pemerintah pusat 

se suai keterituan peraturan perundang-undangan. 

penyusunan jaringan Trayek dan 

kendaraan bermotor um um 

(3) Pelaksanaan 

kebutuhan 

b. tingkat pcrrnintaan jasa angkutan; 

c. kernampuan penyediaan jasa angkutan; 
d. ketersediaan Jaringan Lalu Lintas dan 

Angkutan .Jalan; 

e. kesesuaian dengan kelas Jalan; 

f. kcterpaduan intramoda angkutan; clan 

g. keterpaduan antarmoda angku tan. 
(2) Jaringan Trayek dan kebutuhan ke ndu ra an 

bermotor urnum sebagaimana dimaksud pada ayat 

( l) disusun dalarn berituk rencana um um jaringan 

Trayek. 



mempertim bangkan: 

a. pembagian kawasan yang diperuntukan 

untuk bangkitan dan tarikan perjalanan 

berdasarkan rencana tata ruang wilayah; 
b. tingkat permintaan jasa angkutan 

berdasarkan bangkitan dan tarikan 
perjalanan pada daerah asal dan tujuan: 

c. kemampuan penvediaan kapasitas 
kendaraan dan jenis pelayanan Angkutan; 

d. jaringan Jalan yang dilalui dengan hierarki 
status clan fungsi J alan yang sama, sesuai 
dengan jenis pelayarian Angkutari yi;ing 

disediakan; dan 
e. Terminal yang tipe dan kelasnya sesuai 

dengan jenis pelayanan Angkutan yang 
disediakan serta Simpul transportasi lainnya 

berupa bandar udara, Pelabuhan, stasiun 
Kereta Api, dan/ atau wilayah strategis atau 
wilayah lainnya yang memiliki potensi 

bangkitan clan tarikan perjalanan. 
(3) Rencana umum jaringan Trayek sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) rnerupakan pedoman 

dalam penerbitan izin penyelenggaraan 
angkutan orang dalam Trayek, 

(4) Rencana umum jaringan Trayek sebagairnana 
dimaksud pada ayat ( 1) dikaji ulang secara 
berkala paling lama 5 (lirna) tahun. 

(5) Ketentuan lebih lanjut rnengenai rencana urnum 

jaringan Trayek , sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur d al arn Pera.tur'an Bupati. 

pada ayat ( 1) sebagairnana dimaksud 

(2) Penyusunan rencana umum jaringan Trayek 



angkutan orang dengan kendaraan bermotor 

umum, wajib mematuhi ketentuan mengenai: 

dan Perusahaan 

menyelenggarakan 

Pasal63 
pengemudi 

Umum yang 

( 1) Setiap 

Angkutan 

(1) Pemerintah Daerah menyediakan angkutan 

massal berbasis Jalan untuk mcmenuhi 

kebutuhan angki .. ttan orang dengan kendaraan 
berrnotor umum di Kawasan Perkotaan. 

(2) Angkutan massa: sebagaimana dirnaksud pada 

ayat (1) dapat didukung derigan: 
a. mobil bus yang berkapasitas angkut massal; 
b. lajur khusus; 
c. Trayek angkutan umum lain yang tidak 

berhimpitan dengan Trayek angkutan 
ma s sal ; clan 

d. angkutan pengumpan. 

Pa sal 62 

angkutan orang dengan kendaraan bermotor 

urnurn tidak dalam Trayek, sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) harus digunakan untuk 

pelayanan angkutan dari pintu kc pintu dengan 

wilayah operasi sesuai ketentuan yang berlaku. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan 
orang dengan kendaraan bermotor umum tidak 
dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) diatur dalam Peraturan Bupati. 

menggunakan 

angkutan orang derigan kendaraan bermotor 

umurn tidak clalam Trayek yang wilayah 

ope ra siriya dalam Daerah. 

(2) Angkutan orang dengan 

pelayanan mengatur berwenang ( l) Bupati 

Pasal 61 



Pasal 65 
(1) Angkutan barang umurn sebagairnana 

dimaksud dalam Pasal 64 huruf a rnerupakan 

angkutan barang pada umumnya yang tidak 

berbahaya dan tidak mernerlukan sarana 

khusus. 

(2) Pengangkutan barang umum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi 

persyaratan sebagai berikut: 

a. prasarana Jalan yang dilalui memenuhi 

ketentuan kelas Jalan; 
b. tersedia pusat distribusi logistik dan/ atau 

tempat untuk memuat dan membongkar 
barang; dan 

c. menggunakan mobil barang, 

Pasal 64 
Angkutan barang dengan kendaraan bermotor 

umum terdiri atas: 

a. angkutan barang urnurn; dan 

b. angkutan barang khueue. 

Paragraf 5 
Angkutan Barang Dengan Kendaraan Berrnotor 

Um urn 

a. izin penyelenggaraan angkutan orang 

dalam Trayek atau izin penyelenggaraan 
angkutan orang tidak dalam Trayek; dan 

b. persyaratan teknis dan laik Jalan kendaraan 

bermotor. 

(2) Untuk mengawasi pemenuhan terhadap 

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan pengawasan angkutan orang dengan 

kendaraan bermotor umum. 



Pasal67 

(1) Angkutan barang dengan kendaraan berrnotor 
umum wajib dilengkapi dcngan dokumen yang 

meliputi: 

Pasal (j() 

(l) Angkuian barang khusus sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 64 huruf b rnerupakan 

angkutan yang menggunakan mobil barang yang 

dirancang khusus sesuai dengan sifat dan 

bentuk barang yang diangkut. 
(2) Barang khusus sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) terdiri atas: 

a. barang berbahaya; dan 
b. barang tidak berbahaya, yang mernerlukan 

sarana khusus. 

(3) Angkutan barang khusus berbahaya yang 

memerlukan sarana khusus sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit: 

a. barang yang mudah meleclak; 
b. gas marnpat, gas cair, gas terlarut pada 

tekanan atau temperatur tertentu; 

c. cairan mudah menyala; 
d. padatan mudah menyala; 

c. bahan penghaail oksidan; 
f. racun dan bahan yang rnudah rnerrular; 

g. barang yang bcrsifat radioaktif; 

h. barang yang bersifat korosif'; dan/ atau 

i. barang khusus berbahaya lainnya. 

(4) Angkutan barang khusus tidak berbahaya yang 
memerlukan sarana khusus sebagaimana 

dirnaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit: 
a. benda yang berbentuk curah atau cair; 

b. peti kernas; 

c. tum buhan; 

b. hewan hidup; dan/ a tau 
c. alat berat. 

------------------------------------- -·------ 



negara; 

b. perseroan terbatas; atau 

c. koperasi. 

merniliki Pcrizirian Bcru sa ha sc s ua.i kctcntuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Perusahaan Angkutan Umum sebagaimanu 

dimaksud pada ayat (1) harus berbentuk badan 

h uk urn: 

a. badan usaha milik Daerah/ badan usaha milik 

yang 
wajib orang angkutan menyelenggarakan 

Um urn 

Pasal 68 

Angkutan ( 1) Perusahaan 

Paragraf 6 

Perusahaan Angkutan 

sebagai bagian dokurnen perjalanan. 
(3) Perusahaan angkutan umum yang mengangkut 

barang wajib membuat surat perjanjian 
pe ngangkutan barang. 

(4) Pelanggaran terhadap keterrtuan sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) 

dikenai sariksi adrniriistr-atif berupa: 

a. teguran lisan; 

b. teguran ter tuli s; 

c. perrghen tian sementara kegiatan; 

ct. pencabutan sernentara izin; 
e. pencabutan tetap izin ; dan/atau 

f. dcnda adrninistrasi. 
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 

pengenaan sanksi administratif sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan 

Bupati. 

a. surat pcrjanjian pengangkutan barang; dan 

b. surat muatan barang. 
(2) Perusahaan angkutan urn urn yang mengangkut 

bararig wajib mcmbua.i s cuat rnuatan ba1ang 



Pasal 70 

Tarif pen um pang terdiri atas: 
a. tarif penumpang untuk angkutan orang dalam 

Trayek: dan 

b. tarif penumpang untuk angkutan orang tidak 
dalarn Trayek. 

Paragraf 7 
Tarif Penumpang 

Pasal 69 

Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan 
fungsi pembinaan dapat menyelenggarakan: 

a. bimbingan dan pelatihan kepada Perusahaan 
Angkutan Umum di Daerah: dan 

b. monitoring dan evaluasi. 

(3) Selain badan hukum sebagaimana dimaksucl 

pada ayat (2), penyelenggara angkutan sewa 
khusus dapat dilakukan oleh pelaku ueaha mikro 

atau pelaku usaha kecil sesuai dengan ketentuan 
per aturan perundang- uridarigun. 

(4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dikenai sanksi 

adrninistratif berupa: 

a. tcguran lisan; 
b. tcguran tert ulis: 

c. penghentian sernentara kegiatan; 
d. pericabutan sementara izin; 
e. pencabutan tetap izin; dan/atau 
I. denda administrasi. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 

perigenaan sanksi administratif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan 
Bupati. 



Pasal 74 

( 1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Subsidi 
a ngkut an se suai dengan kernampuan Pemerintah 

Daerah. 

(2) Pernbcrian Subsidi oleh Pcrnerintah Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan 

pada anggarnn pendapatan dan belanja Daerah, 

Paragraf 8 

Subsidi Angkutan 

Pa.sat 73 

Keterituan lebih lanjut mengenat tarn' penumpang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 diatur dalam 

Peraturan Bupati. 

Pasal 72 

T~rif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam 
Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 

huruf b ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan 

Umurn alas persetujuan Pernerintah Daerah 

berdasarkan standar pelaya.nan minimal yang 
ditetapkan. 

(1) Tarif penumpang untuk angkutan orang dalam 

Trayek sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 60 

huruf a, terdiri atas: 

a. tarif kelas ekonorni; dan 

b. tarif kelas non ekonomi; 

(2) Penetapan tarif kelas ekonomi scbagaimana 

dimakeud pada ayat ( 1) huruf a dilakukan oleh 

Buputi. 

(3) Tarif pe nurnpang angkutan orang dalam Trayek 

kelas non ekonomi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Perusahaan 

Angkutan Umum. 

Pasal 71 



Pasal 75 

Perusahaan Angkutan Umum memiliki kewajiban 

untuk: 

a. mengangkut orang dan/ a tau barang setelah 
disepakati perjanjian angkutan clan/ a tau 

dilakukan pernbayaran biaya angkutan oleh 
Pen um pang dan / a tau pengirim barang yang 
dibuktikan dengan tiket Penumpang urnum 

urituk Angkutan orang dalarn Trayek atau surat 

perjanjian pengangkutan untuk Angkutan orang 
tidak dalam Trayek clan/ a tau Angkutan barang; 

b. mengembalikan biaya angkutan yang telah 

dibayar oleh Periumpang dan/ a tau pengirim 

barang jika terjadi pembatalan pemberangkatan; 
c. mengganti kerugian yang diderita oleh 

Penumpang atau pengirim barang karena lalai 

dalam melaksanakan pelayanan angkutan; 

d. mengasuransikan tanggung jawabnya 

sebagaimana dimaksud pada huruf c; clan 

e. membuut, rnelakaarie.kan , clan menyernpurriakan 

sistem mana.iemen Keselamatan dengan 

ber peclorria.n pada rencana u1nu1T1 ria.s iorral 

Ke selamatan Lalu Lintas clan angkutan Jalan. 

Paragraf 9 

Kewajiban dan Hak Perusahaan Angkutan Umum 

(3) Pemberian Subsidi oleh Pemerintah Daerah 

diberikan kepada: 
a. angkutan penumpang umum dengan tarif kelas 

ekonomi pacla Trayek tertentu; clan/ atau 
b a nglcutan barang pada lintas tertentu. 

(4) Ketentuan lebih lanjut merigenai pernberian 

Subsidi angkutan sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) diatur dalam Peraturan Bupati. 



(1) Pernerintah Daerah dan/atau Perusahaan 
Angkutan Umum memberikan perlakuan 

khusus di bidang Lalu Lintas dan Angkutan 

.Jalan kepada penyandang disabilitas, manusia 

usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang 

sakit. 

(2) Perlakuan khusus sebagairnana dirnaksud pada 
ayat (1) meliputi: 

P:.lsi.d 77 

Bagian Ked ua Belas 

Perlakuan Khusus Bagi Penyandang Disabilitas, 

Manusia Usia Lanjut, Anak- Anak, Wanita Hamil, 

Dan Orang Sakit 

perjalariari ses uai rekomendasi Kepolisian 

Negara Republik Indonesia. 

(3) Pengernudi Kendaraan Berrnotor Umum dapat 

menurunkan pen um pang clan/ a tau barang yang 

diangkut pada ternpat pemberhentian terdekat 

jika pen um pang dan/ a tau barang yang diangkut 

dapat mernbahayakan Keamanan dan 

Kc selarna tan angkutan. 

Kearna na n b. kundisi yang tidak 

melakukan untuk memungkinkan 

Pasal 76 

(1) Pcrusahaan angkutan umum dan/atau 

pengernudi angkutan umum berhak untuk 

rncnolak rnelaksanakan angkutan orang 

dan/atau barang apabila membahayakan 

Kearnanan dun Keselamatan. 

(2) Kondisi mernbahayakan Kearnarian clan 

Ke selamatan angkutan orang clan/ a tau barang 

sebagaimana dimaksud pad a ayat ( l) rneliputi: 

a. be nca na alam yang mengharnbat perju lunan: 

dan 



pcnyclenggara yang memerlukan keterpaduan 

dalam rnerencanakan dan menyelesaikan 
masatah Latu Lintas dan angkutan Jalan. 

(3) Keanggotaan forum Lalu Lintas dan 
angkutan .Jalan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) terdiri atas unsur pembina, 
penyelenggara, akademisi, dan masyarakat. 

(4) Pembentukan, tugas, fungsi dan mekanisme 
kerja forum Lalu Lintas dan angkutan Jalan 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

instansi an tar koordinasi melakukan 

Pasal 78 

(1) Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau 
masyarakat menyelenggarakan Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan di Daerah dalarn kegiatan 
pelayanan langsung kepada masyarakat secara 
terkoordinasi melalui forum Lalu Lintas 
angkutan Jalan. 

(2) Forum Lalu Lintas dan angkutan Jalan 
se bagairnana dimaksud pada ayat ( 1) bertugas 

Bagian Ketiga Belas 
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

a. aksesibllitas; 
b. prioritas pelayanan; dan 
c. fasilitas pelayanan. 

(3) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) dilaksanakan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 



Pasal80 

( 1) Setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di 

,Jalan wajib memenuhi persyaratan ambang batas 

crnisi gas buang dan tingkat kebisingan. 

(2) Setiap pemilik dan/ a tau pengemudi kendaraan 

bermotor dan Perusahaan Angkutan Umum harus: 

a. mcncegah tcrjadinya pencemaran udara dan 

kebisingan; dan 

b. me la k u ka.n perbaikan terhadap kendaraannya 

jika terjadi kerusakan yang dapat 

mengakibatkan terjadinya pencemaran udara 
dan kebisingan. 

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) dikenai sanksi 

adrninistratif berupa: 

a. teguran lisan: 
b. teguran tertulis; 
c. penghentian sernentara kegiatan: 
d. pcncabutan sernentara izin; 

e, pencabutan tetap izin; dan /utau 

f. denda administrasi. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 

pengcnaan sanksi adrninistratif sebagaimana 

dirnaksud pada ayat (3) diatur dcngan Peraturan 

Bupati. 

• 

Pasal 79 

Pcmerintah Daerah melakukan pencegahan dan 
pcnanggulangan pericernaran lingkungan hidup 

untuk mcmenuhi ketentuan baku mutu lingkungan 

se suui dengan ketentuan peraturan perundang­ 

undangan. 

Bagian Keempat Belas 

Dampak Lingkungan 



Pasa182 

(1) Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan 

Danau dilakukan dengan menggunakan Kapal 

Berbendera Indonesia. 

(2) Wilayah operasi Angkutan Sungai dan Dariau 

sebagairnana dimaksud ayat (1) meliputi sungai, 

dan waduk/bendungan. 

BAB V 

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SUNGA! DAN 

DAN AU 

Pasal 81 

(1) Perusahaan Angkutan Umum berhak: 

a. memperoleh kemudahan dalam 
penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan 

Jalan yang ramah lingkungan; dan 

b. memperoleh informasi mengenai kelestarian 

lingkungan di bidang Lalu Lintas clan angkutan 

Jalan. 

(2) Perusahaan Angkutan Umum wajib: 

a. melaksanakan program pembangunan Lalu 

Lintas dan angkutan Jalan yang ramah 

lingkungan yang telah ditetapkan oleh 

Pemerintah; 

b. menyediakan sarana Lalu Lintas dan 
angkutan Jalan yang ramah lingkungan; 

d. memberi inforrnasi yang jelas, benar, dan jujur 

mengenai kondisi jasa angkutan umum; clan 

e. memberi penjelasan mengenai penggunaan1 

perbaikan, clan pemeliharaan sarana angkutan 

umum dan mematuhi baku mutu lingkungan 
hid up. 



(4) Penetapan jaringan Trayek Angkutan Sungai clan 
Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dilakukan setelah memenuhi persyaratan: 

a. adanya kebutuhan angkutan: 
b. rencana dan/ a tau ketersediaan Pelabuhan 

sungai dan daria u; 

c. ketersediaan Kapal sungai dan danau dengan 

spesifikasi teknis Kapal sesuai fasilitas 
Pelabuhan pada Trayek yang akan dilayani; 

dan 
d. potensi perekonomian Daerah. 

(5) .Jaringan Trayek Angkutan Sungai dan Danau 
sebagaimana dimak sud pada ayat (2), dapat 

dilengkapi dengan garnbar dalarn peta jaringan 
Trayek. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan 
jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada 
ayai (2), diatur dalarn Peraturan Bupati. 

a. pc ngernbe.ngan wilayah poterrsi angkutan; 

dan 

b. keterpaduan intra dan antarmoda 

transportasi. 

diselenggarakan dengan menggunakan: 

a. Trayek tetap dan teratur; dan 

b. Trayek tidak tetap dan tidak teratur. 

(2) Kegiatan Angkutan Sungai dan Danau yang 

rnelayani Trayek tetap dan teratur sebagaimana 

dirnaksud pada ayat (1.) huruf a dilakukan dalam 

jaringan Trayek yang ditetapkan dengan 

Keputusan Bupati. 
(3) Bupati dalam menetapkan jaringan Trayek 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus 
mempertimbangkan: 

Danau Sungai clan Angkutan (1) Kegiatan 

Pasal 83 



c. memiliki Awak Kapal sesuai dengan ketentuan 

pcrsyaratan pengawakan untuk Kapal sungai 

dan danau; 

Pasal85 

( 1) Sctiap Ka pal yang melayani Angkutan Sungai dan 
Danau, wajib memenuhi persyaratan teknis 
sebugai berikut: 

a. memenuhi persyaratan teknis/kelaikan sesuai 
deriga n ketentuan yang berlaku; 

b. merniliki fasilitas sesuai dengan spesifikasi 
tekrii s prusararia Pelabuban pada Tr ayek yang 

dilayani; 

(2) Pernerin tah Daerah dalam melaksanakan 

pernbangunan prasarana dan pengadaan, 

pemasangan dan pcmeliharaan Rambu Lulu 

Lintas sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a clan huruf c, dapat bekerjasarna dengan pihak 

kctiga se s uai ketentuan peraturan perundang­ 

undangan, 

daria u. 

Pasal84 

(1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan 
Angkutan Sungai clan Danau rnelakukan: 
a. pembangunan prasarana Angkutan Sungai 

dan Danau berupa bangunan utarna dan 
fasilitas penunjang, di sepanjang wilavah 
operasi yang melayani dalam Daerah; 

b. pengawasan, perneliharaan dan perawatan 
prasarana Angkutan Sungai clan Danau 

berupa bangunan utama clan fasilitas 

penunjang; 
c. pengadaan, pemasangan clan pemeliharaan 

Rambu Lalu Lintas dalam wilayah operas: 

angkutan sungai clan danau; clan 

cl. penetapan lokasi dan jenis Rambu Lalu Lintas 

dalam wilayah operasi angkutan sungai dan 



Pasal 86 
( 1) Setiap Orang yang akan melakukan kegiatan 

usaha Angkutan Sungai dan Danau yang 
melayani Trayek dalam Daerah wajib memiliki 
Izin Trayek, 

(2) Penerbitan Izin Trayek sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) dilakukan sesuai dengan kctentuan 
peraturan perundang-undangan. 

adrninistratif berupa: 
a. teguran lisan; 

b. tcguran tertulis: 

c. penghentian sementara kegiatan: 
d. peucabutan sementara izi n ; 

e. pencabutan tetap izin; dan/atau 
f. derida administrasi. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 
pengenaan sanksi administratif sebagaimaria 

dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan 
Bupati. 

yang 

bahasa 

f. mencantumkan informasi/petunjuk 

diperlukan dengan menggunakan 

Indonesia. 
(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana 

dirnaksud pada ayat ( 1) dikenai sanksi 

d. memiliki fasilitas utama clan/ a tau fasilitas 

pendukung baik bagi kebutuhan Awak Kapal 

maupun pen um pang, barang dan/ a tau hewan, 

sesuai dengan persyaratan teknis yang 

berlaku; 
e. mencantumkan identitas perusahaan/ pemilik 

dan narna Ka pal yang diternpatkan pada bagian 

Kapal yang mudah dibaca dari sarnping kiri dan 

kanan Kapal; dan 



perundang-undangan, 
(4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana 

dirnaksud pada ayat (1) dikenai sanksi 

adrninistratif ber upa: 

a. teguran lisan; 
b. teguran tertulis; 
c. penghentian sernentara kegiatan; 

· d. pencabutan sernentara izin; 
e. pencabutan tetap izin; dany atau 
f. denda adrninistrasi. 

ketentuan sesuai 
ayat (1) 

peraturan 
pad a dimaksud sebagaimana 

dilaksanakan 

Pasal 87 

( l) Perusahaan Angkutan Sungai dan Da.n au wajib 

rnernberikan Iasilita s khusus dan kem uda.ha.n 

bagi penyandang disabilitas, wanita hamil, anak 

di bawah usia 5 (lima) tahun, orang sakit, clan 

orang lanjut usia. 

(2) Pemberian Iasilitas khusus dan kemudahan 
sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) tid ak 

dipungut biaya tambahan, 

(3) Pernbe rian fasilitas khusus dan kernudahan 

(3) Pclariggnruri terhadap ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) dikenai sanksi 

administratif berupa: 

a. teguran lisan; 

b. teguran tcrtulis; 
c. penghentian scmentara kegiatan; 
cl. pcncabutan sementara izin; 

e. pencabutan tetap izin; dan/atau 
f. denda adrninistrasi. 

(4) Kctcntuan lebih lanjut mengenai tata cara 

pengenaan sanksi adrninistratif sebagaimana 

dlmaksud pacla ayat (3) diat ur dengan Peraturan 

Bupati. 



perkeretaapian Daerah sebagairnana dimaksud 

dalarn Pa sal 88 ayat (1) huruf b mcliputi kcgiatan 

pengawasan terhadap: 
a. pem bangunan prasarana dan pengadaan 

sararia perkeretaapian Daerah; 

b. pengoperasian prasarana dan sarana 
perkeretaapian Daerah; dan 

c. perawatan prasarana dan sarana 
perkere taapian Daerah. 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan rnelalui pernantauan, dan evaluasi 
terrnasuk tindakan korektif. 

.. 

penyelenggaraan 
P2L3al 89 

terhadap (1) Pcngawasan 

pcngcrnbangan perkeretaapian Dae rah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
meliputi arah pengembangan dan sasaran kinerja 
perkeretaapian perkotaan dalam wilayah Daerah. 

kebijakan 

Pasal88 

( 1) Pembinaan perkeretaapian Daerah meliputi: 

a. penetapan arah dan sasaran kebijak an 
perigembangan perkereta.apian Daerah: dan 

b. pengawasan terhadap penyelenggaraan 
perkeretaapian Daerah. 

(2) Penetapan arah dan sasaran 

Bagian Kesatu 
Pembinaan 

BAB VI 

PENYELENGCARAAN PERKERETAAPIAN 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 

pengenaan sanksi administratif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan 

Bupati. 



Pasal 91 

( 1) Untuk mewujudkan tatanan perkeretaapian 

umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 

ayat ( 1) huruf a ditetapkan rencana induk 

perkeretaapian. 

(2) Rencana induk perkeretaapian sebagaimana 

dirnaksud pada ayat (1) rnerupakan rencana 

pengembangan perkeretaapian perkotaan dan 

pcrkerctaapian antar kota. 
(3) Rencana pengernbangan perkeretaapian 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi 

pengembangan perkeretaapian pada jaringan 

jalur Kereta Api yang sudah ada maupun jaringan 

jalur Kereta Api yang akan dibangun. 

Paragraf 2 

Rencana lnduk Perkeretaapian 

Pasal90 

( 1) Perkeretaapian menurut fungsinya terdiri dari: 

a. perkeretaapian umum; dan 

b. perkeretaapian khusus. 

(2) Perkeretaapian umurn sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( l) huruf a. terdiri dari: 

a. perkeretaapian perkotaan; dan 

b. perkeretaapian antarkota. 

(3) Perkeretaapian khus'u s sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) huruf b hanya diguriakan secara 

khusus oleh badan usaha tertentu untuk 
menunjang kegiatan pokok badan usaha 

terse but. 

Paragraf 1 

Urn um 

Bagi an Ked ua 

Fungsi Perkeretaapian 



Pasal 93 

( 1) Penyelenggaraan perkeretaapian terdiri atas: 

a. penyelenggaraan prasarana perkeretaapian; 
dan/atau 

b. penyelenggaraan sarana perkeretaapian. 
(2) Prasarana perkeretaapian meliputi: 

a. jalur Kereta Api; 
b. stasiun Kereta Api; dan 

c. Iasilitas pengoperasian kereta; 
(3) Sarana perkeretaapian meliputi: 

a. lokomotif; 

b. kereta; 

c. gerbong; dan 

d. peralatan khusus. 

Paragraf 1 

Vmum 

Bagian Ketiga 

Penyeleriggaraan Prasarana dan Sarans 

Perkeretaapian 

perkerctaapian Daerah, Bupati menyusun 

rencana pernbangunan perkeretaapian Daerah. 

(2) Rencana pernbangunan perkeretaapian 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

o lc h Bupali. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana 

pembangunan perkeretaapian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dia tur dalam Peraturan 

Bupati. 

induk rencana 

Pasal92 

mewujudkan (1) Untuk 

Paragraf 3 

Rencana Pembangunan Perkeretaapian 



a. teguran lisan; 

b. teguran tertulis; 

c. penghentian serneritara kegiatan; 

d. pencabuterr seme n tara izin; 

c. pcncabutari tetap izi n ; dan/atau 

f. denda administrasi. 
(7) Ketcntuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan 

sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati. 

herupa· 

(5) Badan usaha sebagairnana dimaksud pada ayat (4) 

wajib memiliki Perizinan Bertrsaha sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan, 

(6) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagairnana 

dirriak sud pada ayat (5) dikenai sanksi administratif 

c. perawatan; dan 

d. pengusahaan. 
(2) Sebelurn rnelaksanakan pembangunan prasarana 

perkeretaapian urn um, Bupati sesuai 

kewenangannya rnenetapkan trase jalur Kereta Api 

sesuai rencana induk perkeretaapian. 
(3) Perietapan trase jalur Kereta Api sebagairnana 

dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undarigan. 

(4) Penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum 
sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dilakukan olch 
badan usaha. 

b. pengoperasian; 
a. pembangunan; 

Pasal94 

(1) Penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum 

sebagairnana dimaksud dalam Pasal 93 ayat ( 1) 

huruf a meliputi: 

Paragraf 2 

Pcnyelenggaraan Prasarana 
Pcrkcretaapian Umum 



Pasal 96 

( 1) Penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) 
huruf b di Daerah mcliputi kegiatan: 

a. pengadaan; 
b. pengoperasian; 
c. perawatan; dan 
ci. pengusahaan. 

(2) Penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum 

se bagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) dilakukan 

oleh badan usaha. 

Paragraf 3 

Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum 

Pasal 95 
( 1) Dalam hal tidak terdapat badan usaha yang 

menyclenggarakan prasarana perkeretaapian 

umum sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 94 

ayat (4), Bupati dapat menyelenggarakan 
prasarana perkeretaaptan dengan menugaskan 
badan usaha di bidang prasarana perkeretaapian. 

(2) Bupati dapat melakukan kerjasama dengan 
dalam penyelenggaraan prasarana 
perkeretaapian umum sebagaimaria dimaksud 

pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
(3) Dalam hal penyelenggaraan prasarana 

perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) secara ekonorni sudah 

bersifat komersial, maka Bupati mengalihkan 

penyelenggaraan prasarana pekeretaapian 
kepada badan usaha sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 



(2) Badan Usaha penyelenggaraan perkeretaapian 

khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 
wajib memiliki izin penyelenggaraan 
perkeretaapian khusus dari Bupati. 

(3) Izin sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1) 

diterbitkan untuk penyelenggaraan 
perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya 
dalam Daerah , sctelah terlebih dahulu mendapat 

persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan 
urusan perhubungan. 

• 

Pasal 98 

Pasal 97 
( 1) Badan usaha menyelenggarakan perkeretaapian 

khusus terbatas hanya dalarn kawasan yang 
mcrupakan wilayah kegiatan pokok badan usaha .. 

(2) Dalam ha! terdapat wilayah periunjang di luar 

kawasan kegiatan pokoknya, penyelenggaraan 
perkeretaapian khusus hanya dapat dilakukan 
dar: kawasan kegiatan pokok kc satu titik di 
wilayah pen unjang, 

Paragraf 4 

Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus 

Pasal 95 Peraturan Daerah ini. 
(4) Badan usaha yang menyelenggarakan sarana 

perkeretaapian wajib memiliki Perizinan 
Berusaha sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(3) Dalam hal tidak terdapat badan usaha yag 

menyelenggarakan sarana perkeretaapian 
urnum sebagairnana dimaksud pada ayat (2), 

maka berlaku secara mutatis rnutandis ketentuan 



Pasal99 

( 1) Perpotongan antara jalur Kereta Api clan Jalan 
Daerah/Jalan Desa dibuat dalam bentuk tidak 
sebidang. 

(2) Perpotongan tidak sebidang sebagaimana 

dirnaksud pada ayat ( 1) dapat di atas a tau di 

bawah jalur Kereta Api. 

(3) Perpotongan tidak sebidang di alas jalur Kereta 

Api sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) paling 
sedikit harus memenuhi persyaratan: 

a. di luar ruang bebas; 

b. tidak mengganggu pandangan bebas; 

Paragraf 1 

Perpotorigan Tidak Sebidang 

Bagian Keernpat 

Perpotongan .Jalur Kereta Api Dengan 

Jalan Daerah/ Jalan Desa 

peraturan perundang-undangan. 

(4) Pelanggaran terhadap keten tuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dikcnai sarik si 

administratif berupa: 

a. tegurnn lisan ; 

b. tegurnn tertulis: 

c. penghentian sementara kegiatan; 

d. pencabutan sementara izin; 

e. pencabutan tetap izin; dan/ a tau 

I. derida administrasl. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 

pengenaan sanksi adminietratif sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Per aturan 

Bupati. 

ketentuan dengan ses uai perkeretaapian, 

(3) Pcrkeretaapian khusus sebagairnana dimaksucl 

pada aynt (1) harus rnernenuhi ketentuan 

per syaratan tek nis prasarana clan sarana 



Pasal 100 
( 1) Perpotongan sebidarig hariya dapat dilakukan 

apabila: 

a. letak geografis yang tidak memungkinkan 

membangun perpotongan tidak sebidang; dan 
b. tidak mem bahayakan clan mengganggu 

kelancaran operasi Kereta Api clan Lalu Linta s 
Jalan. 

(2) Untuk menjamin Keselarnatan dan kelancaran 

perjalanan Kereta Api dan Lalu Lintas Jalan, 

perpotongan sebidang har us memenuhi 
persyara tan: 

a. memenuhi pundangan bebas ma:31111:, dan 

pengguna Lalu Lintas Jalan; 

Paragraf 2 
Perpotongan Sebidang 

jernbatan. 
konstruksi 

c. tidak mengganggu stabilitas konstruksi Jalan 

rel; 

d. sesuai rencana pengembangan jalur Kereta 
Api; 

e. tidak mengganggu fungsi saluran air; dan 

f. tidak mengganggu bangunan pelengkap 

lainnya. 
(4) Perpotongan tidak sebidang di bawah jalur Kereta 

Api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling 

sedikit harus memenuhi persyaratan: 
a. kon struksi Jalan rel harus sesuai dengan 

persyaratan jembatan Kereta Api; 
b. Jalan yang berada di bawah jalur Kereta Api 

tidak mengganggu konstruksi rel; 

d. ruang bebas Jalan di bawah jalur Kereta Api 

sesuai dengan kelas Jalan; dan 
e. dilengkapi alat pengarnan 



Pasal 101 

Pernbangunan .Jalan yang mernerlukan 
persinggungan dengan jalur Kereta Api harus 
mernenuhi persyaratan: 

a di luar ruang manfaat jalur: 

b. tidak mengganggu pandangan bebas; 

c. tidak mengganggu etabilitaa konetruksi .Jalan rel; 

cl. memperhatikan rencana pengembangan jalur 

Kereta Api; 

e. tidak mengganggu fungsi saluran tepi; clan 
f. tidak merigganggu bangunan pelengkap lainnya. 

Paragraf 3 

Persinggungan 

b. dilengkapi Rambu Lalu Lintas Jalan clan 

peralatan persinyalan; 

c. dibatasi hanya pada Jalan kelas III (tiga); dan 

d. mernenuhi standar spesifikasi teknis 

perpotongan sebidang sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
(3) Perpotongan sebidang sebagaimana dirnaksud 

pada ayat (1) bersifat sementara dan harus dibuat 
menjadi perpotongan tidak sebidang apabila: 
a. salah satu persyaratan pada ayat (2) tidak 

dipenuhi; 
b. frekuensi dan kecepatan Kereta Api tinggi; 

dan/atau 
c. frekuensi dan kecepatan Lalu Lintas Jalan 

tinggi. 



perkeretaapian khusus. 

(3) Penyelenggara perkeretaapian khusus wajib 

merigizinkan perpotongan tidak sebidang 

terhadap pembangunan jalur Kereta Api urnurn, 
.Jalan, terusan, saluran air dan/ atau prasarana 

lain untuk kepentingan umurn sesuai ketentuan 

pcraturan perundang-undangan. 
(4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana 

dirnaksud pada ayat (2) dikenai sanksi 

administratif berupa: 

a. teguran lisan: 

b. teguran tertulis; 

c. penghentian sementara kegiatan; 

cl. pencabutan sernentara izin: 
e. pencabutan tetap izin; dan/atau 
f. denda adrninistrasi. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 

pengen~um sa.n ksi adrnirristratif sebagaimana 

climaksucl pada ayat (4) diatur dengan Peraturan 
Bupati. 

sudah ada, wajib 

pemilik prasarana 
Kereta Api khu su s yang 

meridapatkan 1z111 dari 

Pasal l 02 
( 1) Pembangunan jalur Kereta Api khusus yang 

mernerlukan perpotongan dengan jalur Kereta Api 

urnum, Jalan, terusan, saluran air dan/ atau 
pra sara na lain dibuat tidak sebidang. 

(2) Dalam hal perpotongan dilakukan pada jalur 

Paragraf 4 

Pernbangunan Jalur Kereta Api Khusus Yang 
Mernerlukan Perpotongan 



b. kapasitas lintas yang dibutuhkan 
rnasyarakat; 

c. kebutuhan Jasa. angkutan pad a. lirrta s 
pelayanan; 

d. kornposisi jsnis pelayanan angkutan Kereta 

Api sesuai clengan tingkat pelayanan; 

Pasal 105 
(1) Lintas pelayanan sebagaimana dimaksud dalarn 

Pasal 104 ayat ( 1) ditetapkan dengan 
mernperhatikan: 
a. jenis pelayanan yang dibutuhkan masyarakat; 

(1) Pelayanan angkutan Kereta Api merupakan 
layanan Kcreta Api dalam satu lintas atau 
beberapa lintas pelayanan perkeretaapian yang 
dapat berupa bagian jaringan multimoda 
transportasi. 

(2) Pelayanan angkutan Kereta Api sebagaimana 

dirnaksud pada ayat (1) dapat bersifat komersial 
atau bersifat penugasan sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat. 

Pasal 104 

perkeretaapian. 

(2) Jaringan pelayanan perkeretaapian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), merupakan jaringan 
pelayanan perkeretaapian perkotaan. 

pelayanan jaringan membentuk yang 

Pasal 103 
( 1) Angkutan Kereta Api dilaksanakan pada jaringan 

jalur Kereta Api dalarn lintas pelayanan Kereta Api • 

Paragraf 1 

Jaringan Pelayanan Dan Lintas Pelayanan 

Bagian Kelirna 

Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api 



f. melayani kebutuhan angkutan penumpang di 
dalarn kota dan dari daerah sub-urban menuju 
pusat kota atau sebaliknya. 

dan 

b. melayani banyak penumpang berdiri; 

c. rncmiliki sifat perjalanan ulang alik/komuter; 

d. melayani penumpang tetap; 

e. rncrniliki jarak dan/atau waktu tempuh pendek; 

.Iaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) 

diselenggarakan dengan ciri-ciri pelayanan: 

a. rncnghubungkan beberapa stasiun di wilayah 
perkotaan; 

Pasal l 06 

(2) Bupati menetapkan lintas pelayanan atas 

perrnohorian penyelenggara saran a 

perkeretaapian. 

(3) Bupati dapat menolak permohonan penetapan 

lin ta s pelayanan dalam hal lintas pelayanan 

tidak sesuai dengan keterituan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1). 

(4) Dalam hal adanya kebutuhan angkutan pada 

suatu lintas pelayanan tertentu dan tidak 
terdapat permohonan dari penyelenggara sarana 

perkeretaapian eebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Bupati dapat mcnctapkan Iintas 

pelayanan yang rnenjadi kewenangannya. 

ja rak antara stasiun clan perhentian; 

g. jarak pusat kegiatan clan pusat logistik 

terhadap Terminal/ stasiun; clan 
h. ketersediaan waktu untuk perpindahan intra 

clan an tar moda. 

transportasi; 

f. jarak waktu antar Kereta Api (headway), 

antarrnoda clan intra e. keterpad uan 



Kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara 
sarana perkeretaapian dalam Pengangkutan 

orang dan barang dilaksarrakan se s uai kctentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Pasal 109 

Pasal 108 
Bupati memberikan persetujuan angkutan orang 

dengan menggunakan gerbong dan/atau kereta 
bagasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 

ayat (5) untuk pengoperasian yang bersifat dalam 

Dae rah. 

undangan; 

(5) Dalam keadaan tertentu, penyelenggara sarana 
perkeretaapian dapat melakukan pengangkutan 

orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rruruf 

a dengan menggunakan gerbong dan/ a tau kereta 
bagasi yang ber sifat sernentara, sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, 

perundang- peraturan ketentuan se suai 

Pasal 107 
( 1) Jenis angkutan dengan Kereta Api terdiri atas: 

a. angkutan orang; clan 

b. angkutan barang. 

(2) Pengangkutan orang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a harus dilakukan dengan 

menggunakan kereta. 

(3) Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b harus dilakukan dengan 

menggunakan gerbong atau kereta bagasi. 
(4) Pengangkutan orang clan barang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) clan ayat (3) dilaksanakan 

Paragraf 2 

Angkutan Kereta Api 



rnernperhatikan rencana induk bandar udara d an 

Rencana lnduk Nasional Bandar Udara. 

dengan wilayah ruang tata rencana 

Pasal 111 

Pernerintah Daerah menetapkan rencana rinci tata 
ruang kawasan di sekitar Bandar udara dalam 

BAB VII 
PENGENDALIAN DAERAH LINGKUNGAN 

KEPENTINGAN BANDAR UDARA 

Pasal 110 

( 1) Tarif angkutan Kereta Api terdiri dari tarif 

angkutan orang dan tarif angkutan barang. 

(2) Tarif angkutan sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) ditetapkan berdasarkan 
perhitungan modal, biaya opera si, biaya 

perawatan, dan keuntungan. 

(3) Tarif angkutan orang ditetapkan oleh 

penyelenggara saran a perkeretaapian 
berda sarkan pedoman yang ditetapkan oleh 

Pemerintah. 
(4) Bupati dapat rnenetapkan tarif angkutan dalam 

Daerah meliputi: 

a. angkutan pelayanan kelas ekonomi; dan 
b. angkutan perintis. 

(5) Ketentuan lebih lanjut terkait tarif angkutan 
Kereta Api sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) diatur dalam Peraturan Bupati. 

Bagian Keenam 

T'arif Angkutan Kcrcta Api 



penerbangan. 

(2) Pernerintah Daerah memfasilitasi pernbinaan 

sumber daya manusia di bidang transportasi 

dcngan: 

a. melakukan kerjaearna derigan instansi/ 

badan/lembaga di bidang pengembangan 

clan penyedia sumber daya rnanusia 

dan/atau bidang transportasi; 

b. menyelenggarakan pelatihan dan 

pembinaan; 
c. mernfasilitasi perizinan lernbaga 

pendidikan bidang transportasi; dan 

cl. bantuan/beasiswa se suai kemampuan 

keuangan Daerah. 

bi dang di manusia day a d. sumber 

perkeretaapian; 

c. sumber daya manusia di bidang pelayaran; 

clan 

bidang di 

Pasal 113 
(1) Sumber daya manusia di bidang transportasi, 

meliputi: 
a. sum ber daya manusia di bidang Lalu Lintas 

dan Angkutan .Iala n; 

b. sumber daya manusia 

BAB VIII 

SUMBER DAYA MANUSIA 

Pasal 112 

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya 
mcnjarnin tersedianya aksesibilitas dan utilitas 

untuk menunjang pelayanan bandar udara. 



( 1) Pernerintah Daerah menyelenggarakan 

pengurnpulan dan pembar uan data bidarig 

perhubungan di Daerah. 
(2) Penyelenggaraan pengumpulan dan pembar uan 

data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang 

melaksanakan urusan bidang perhubungan. 

Pasal 115 

BABX 

SISTEM INFORMASI 

( 1) Dalam rangka penyelenggaraan perhubungan di 

Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan 
kerja sama dengan rnasyarakat, pernerintah 
daerah lain dan lembaga lain yang terkait dengan 

perhubungan. 
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat berupa: 

a. penyelenggaraan angkutan orang/ angkutan 
barang; 

b. pendanaan kegiatan pembinaan dan 
pengernbangan transportasi di Daerah; 

c. penelitian dan pengembangan: 
d. penyediaan prasarana sarana Lalu Lintas. 

(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan sesuai dengan peraturan perundang­ 

undangan. 

Pasal 114 

KERJA SAMA 

BAB IX 



bidang perhubungan; dan 
c. memberikan peridapat dan pertimbangan 

kepada instansi pembina dan penyelenggara 

perhubungan terhadap kegiatan 
penyelenggaraan perhubungan yang 

menimbulkan darnpak lingkungan. 

penyelenggaraan perhubungan. 

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) berupa: 

a. melakukan pernantauan dan penjagaan 

Keamanan, Keselamatan, ketertiban, clan 

kelancaran perhubungan; 

b. mernberikan masukan kepada instansi 
pembina clan penyl"ll"ngggr9. perhubungan 

dalam berpartisipasi untuk penyempurnaan 

peraturan, pedornan, dan standar teknis di 

dalarn serta 
Pasal 117 
berperan ( 1) Masyarakat 

BAB XI 
PERAN SERTA MASYARAKAT 

perhubungan sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) diatur dalam Peraturan Bupati. 

mengeriai 

di bidang penyelenggaraan sistem informasi 

Pasal 116 

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistern 
informasi di bidang perhubungan untuk 

mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung 
jawab di bidang perhubungan. 

(2) Penyelenggaraan sistern informasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan dengan 

pengembangan berbasis teknologi informasi dan 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan 

perundang- undangan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut 



eesuai kewenangannya. 

(2) Pernbinaan clan pengawasan secara teknis 

se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan fungsi perhubungan. 

(3) Pengawasan penyelenggaraan perhubungan secara 

umum dilaksanakan oleh aparat pengawas 

internal Pcmerintah Daerah. 

perhubungan penyeleriggaraan pengawasan 
dan pembinaan 

Pasal 120 
melaksanakan (1) Bupati 

BAB XII 
PEMBINAAN DAN PEN GA WASAN 

Pasal 119 

Masyarakat berperan serta dalam pemeliharaan 

sarana dan prasarana Jalan, pengembangan disiplin 

clan etika berlalu Iintas, clan berpartisipasi dalam 

pemeliharaan Keamarian , Keselarnatari, ketertiban, 
dan kelancaran perhubungan. 

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 117 ayat (1) dapat dilakukan secara 

perseorangan, kelornpok, organisasi profesi, badan 

u sa.ha , atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai 

dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan. 

Pasal 118 



Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 

Tahun 2011 ten tang Penyelenggaraan Jalan Daerah 

sepanjang mengatur mengenai: 

a. Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas: dan 
b. Kelas Jalan; 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pe d e tH.,,ut Pcruturun Dccer-a.h ini n .. \..llui berlak-....1 make-a. 

Pasal 124 

Pcrat uran pe laksariaan dari Pera tu ran Daerah ini 

d ite tapkan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak 

Peraturan Daerah ini diundangkan. 

Pasal 123 

BAB XV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 122 

Izin penyelenggaraan perhubungan yang telah 

diterbitkan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya 

jangka waktu perizinan. 

BAB XIV 
KETENTUANPERALlHAN 

dan/atau 
b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. 

perhubungan 
Pasal 121 

Pendanaan penyelenggaraan 

dibebankan pada: 

a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; 

BAB Xlll 
PENDANAAN 
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022 NOMOR 13 

Diundangkan di Karanganyar 
pada tanggal 12 September 2022 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 

ttd 

JULIYATMONO 

Ditetapkan di Karanganyar 

pada tanggal 12 September 2022 

BUPATIKARANGANYAR 

Pasal 125 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Karanganyar. 



I. UMUM 

Dcngan ada nya otonorni daerah yang telah diberikan oleh 
Pernerintah Pu sat, Kab upaten Kara.ngariyar mempunyai kewe narigan luas 

dalarn menentukan kebijakan dan program yang terbaik guna 
meningkatkan ke:sejahtcraan m a sye.r-e.ke.t yang berdarnpak pe.da 

kemajuan daerah. Dalarn rangka untuk mendukung pengembangan 
wilayah dan pernbangunan ekonomi salah satunya bisa dilakukan dengan 

sistem perhubungan yang baik, efektif dan efisien. Perhubungan seridi r i 

adalah suatu tataran sistern penyelenggaraan transportasi darat, udara 
maupun perairan daratan yang saling berkaitan sa tu sama lain clan 

berintregasi sccara kcseluruhan dengan ruang lalu Iintas yang berada di 

bawah sistern otonorni daerah. 

Sebagai urat nadi kehidupan, penyelenggaraan perriubungan 

mcrrrilik i 1w1Hn vital clalam mobilitas masyarakat seperti pernbangunan 
sektor transpor tasi dan jasa pelayanan angkutan. Oleh karena itu, 

pembangunan dalam biclang perhubungan harus dilaksanakan secara 
tepat, efektif dan efisien melalui serangkaian program pembangunan yang 
rnenyeluruh, terarah dan terpadu serta berkesinarnbungan. 

Sejalan dcngan hal tersebut, sistern transportasi di Daerah meliputi 
jaringan prasara na dan saran a serta jasa pelayanan angkutan darat, laut 
dan udara diarahkan sccara terpadu agar terwujud suatu sistem 
distribusi yang mantab dan mampu mernberikan jasa pelayanan yang 
bermutu dan tcrianzkau serta menzhasilkan manfaat vans sebesar­ 
be sa r nya bagi kepentingan masyarakat Daerah. 

Kerrrudia n dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pernerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kcrja, Pcrneriritah Daerah mempunyai keweriangan urusan 

pemerintahan bidang Perhubungan, sebagairnana disebutkan dalam 

ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf i dan lampiran huruf 0, terutama sub 

uru san Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLA~J), Pelayaran, Penerbangan 
dan sub urusan Perkeretaapian. 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 

NO MOR f 3 TAH UN c')Og)..,2 

TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN 



C ukup jelas. 
Huruf cl 

Cukup je las. 

Huruf e 
Cukup jcla.s. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 
1-luruf c 

fl. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

Pasal 3 

Cu k up jelas. 
Pasal 4 

Cukup jelas. 
Pasal 5 

H uruf a 

Cukup jelas. 
1-luruf b 

Memperhatikan dan memaknai pentingnya penyelenggaraan 

pcrhubungan bagi pengembangan suatu wilayah, Pemerintah Daerah 

mcrnaridang perlu untuk mela.k.uka.n periataan bidang perhubungan 

wilayan di Daerah dalam rangka menghadapi dinamika perkembangan 

yang terjadi dan kebutuhan di masa mendatang. 

. Hingga saat ini, Pemerintah Daerah belum memiliki peraturan 

dacrah yang mengatur tentang penyelenggaraan perhubungan sesuai 

potc n si clan masalan yang terjadi di Daerah kecuali peraturan daerah 

yang mengatur penyelenggaraan jalan daerah, pajak penerangan jalan 

dan re tribu si parkir. Beberapa regu!asi tersebut masih sebatas 

berorientasi pada Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Disisi lain persoalan 

yang ber ka itun dengan pelayaran, perierbangan dan perkeretaapian yang 

dihadapi Daerah perlu diatur pula agar penyelenggaraan perhubungan di 

Dae rah memiliki pedoman. 



Cuk up jelas. 
Pasal 8 

Cukup jelas. 
Pasal 9 

Cukup jelas. 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

Pasal 6 

Cukup jelas. 
Pasal 7 

Cukup jelas. 
Huruf i 

Cukup jelas. 
Huruf j 

Cukup jelas. 

Huruf k 

Cukup jelas. 

Huruf 1 

Cukup jelas. 
Huruf m 

Cukup jelas. 
Huruf n 

Cukup jelas. 

Huruf o 

Cukup jelas. 
Huruf p 

Cukup jelas. 
Huruf q 

Yang dimaksud dengan "angkutan orang tidak dalam 
trayek meliputi taksi, angkutan kawasan tertentu, 
angkutan karyawan clan angkutan sekolah. 

Huruf r 

Cukup jelas. 

Hur uf g 

Cukup jelas. 

Huruf h 



Cuk up jelas. 

Pasal 19 

Cukup jelas. 

Pasal 20 

Cukup jelas. 

Pasal 21 

Cukup jelas. 

Pa sal 18 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan "perlakuan khusus terhadnp 

konstruksi" adalah perlakuan yang disiapkan untuk 

menarnbahkan kekuatan jalan atau jernbatan sepert i 

mernberi tambahan penopang pada jernbatan yang akan 

d i lewati oleh kendaraan yang rncmperoleh Dispensasi. 
Ayai (3) 

Yang dimaksud dengan "kerusakan .Jalan dan jernbatan 

sebagai akibat penggunaan ruang manfaat .Jalan" ad ala h 

kerusakan pada jalan atau jembatan yang ditimbulkan 
karena digunakan oleh keridaraan yang memperoleh 
Dispensasi. 

Ayat (1) 

Yang dirnaksud dengan "ruang manfaat Jalan" adalah 

ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh le bar, tinggi, dan 
kedalaman tertentu yang meliputi badan jala n, saluran 

tepi jalan , dan am bang pengamannya, 

C1.tkL1p jelas. 

Pasal 14 
Cukup je la s. 

Pasal 15 

Cukup jelas. 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

Pasal 17 

Pasal 12 

Cukup jelas. 

Pasal 13 



Pasal 28 

Cukup je la.s. 

Pasal 29 
Cukup jelas. 

Pasal 30 

Cukup jelas. 

Pa sal 31 

Cukup jelas. 

Pasal 32 

Cukup jelas. 
Pasal 33 

Cukup jelas. 

P~1su 1 20 

Cukup jelas, 
Pasal 27 

AyaL (l) 
Yang dimaksud dengan "ruang milik Jalan" adalah ruang 

rnanfaat .Ja la n clan sejalur tanuh tertcntu di l uar ruang 

rnanfaat Jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang rnilik 

.Jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan 

kclua san kcarnanan pcngguriaan .Jalan antara lain urituk 

keperluan pelebaran ruang manfaat .ialan pada masa 

yang akun datang. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 
Pasal 25 

Ayat (1) 

Yang dimaksud "petugas terminal yang mengawasi daerah 
pcngawasan Terminal" meliputi kepala Terminal yang 

dibantu oleh pegawai negeri sipil bidang lalu lintas dan 

angkutan jalan dan petugas lainnya. 

Ayat (2) 

Cukup jclas. 

Cukup jelas. 

Pasal 24 

Pasal '.2'.2 

Cukup jelas. 

Pasal 23 



Cukup je la s. 

Pasal 34 

Cukup jelas. 

Pasal 35 

Cukup jelas. 
Pasal 36 

Cukup jclas. 

Pasc1l 37 

Cukup jelas. 
Pasal ~8 

Cukup jelas. 
Pasal 39 

Cukup je la s. 

Pasal 40 

Cukup jelas. 

Pasal 41 

Cukup jclas. 
Pc1sal 42 

Cukup jelas. 
Pasal 43 

Cuk up jelas. 

Pasal 44 

Cukup jelas. 
Pasal 45 

Cukup jelas. 
Pa sa l 46 

Cukup jclas. 
Pasal 47 

Cukup jelas. 
Pasal 48 

Cukup jelas. 
Pasal49 

Cukup jelas. 
Pasal 50 

Cukup jelas. 

Pasal 52 
Cukup jela.e. 

Pasal 53 

Cukup jelas. 
Pasal 54 



Huruf c 

Yang clirnaksud dengan "Trayek angkutan umum 

lain yang tidak berhimpitan dengan Trayek 

angkutan ma.ssal" merupakan Trayek angkutan 

umum yang tidak merni liki kesarnaan rute dengan 

rute angkutan massal. 

H uruf cl 
Yang climaksud clengan "angkutan perigurnpan" 

merupakan angkutan pengumpan (feeder) angkutan 
massal. 

j a l a n , 

Cuk up jela s. 

Pasal 61 

Cukup jelas. 

Pasal62 

Ayat (1) 

Cu kup jc la.s. 

Ayat (2) 

Huruf a 
Yang dimaksud dengan "rnobil bus yang 

berlcapaxiras angkut rnassal" yaitu mobil bus sedang 

du n z a tu u bus be sar. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan "lajur kh us u s" aruara lain 
terdiri atas: 

a. lajur khusus Angkutan massal yang berdiri 
scud ir i; dany atau 

b. lajur khusus Angkutan massal di ruang milik 

C ukup jcla:s. 

Pasal 57 

Cukup jclas. 

Pasal 58 

Cukup jelas. 

Pasttl 59 

Cukup je la s. 
Pasal60 

Pasal 55 

Cukup jelas. 

Pasal 56 



Cukup jelas. 

Cukup jcla s. 

Pasal 75 

Cukup jelas. 
Pasal 76 

Cukup jelas. 
Pasal 77 

Cukup jelas. 

Pasal 78 

Cukup je la s. 

Pasal 79 

Cukup jelas. 

Pasal 80 

Cukup jelas. 

Pasal 81 
Cukup jelas. 

Pasal 82 

Pasal 63 

Cukup jelas. 

Pasal 64 

Cukup jelas. 

Pasal65 

Cukup jelas, 

Pasal 66 

Cukup jelas. 
Pasal 67 

Cukup jelas. 

Pasal 68 

Cukup jelas. 

Pasal 69 

Cukup jelas. 
Pasal 70 

C ukup jelas. 
Pasal 71 

Cukup jelas. 
Pasal 72 

Cukup je las. 

Pasal 73 

C uk up je la s, 

Pasal 74 



Cukup jelas. 
Pa5al97 

Cukup jelas. 

Pasal 98 

Cukup jelas. 

Pasal99 

Cukup .ielas. 
Pasal 100 

Cukup jelas, 
Pasal 101 

Cukup jelas. 

Pasal83 

Cukup jelas. 

Pasal 84 

Cukup jelas. 

Pasal85 

Cukup jelas. 

Pasal 86 

Cukup jelas. 

Pasal 87 
Cukup jelas. 

Pasal 88 

Cukup jelas. 

Pasal 89 
Cukup jelas. 

Pasal90 

Cukup jelas. 

Pa sal 91 

Cukup jelas. 

Pasal 92 

Cukup jelas. 

Pasal93 
Cukup jclas. 

Pasal94 

Cukup jelas. 

Pasal 95 
Cukup jelas. 

Pasal 96 



Yang dimaksucl ctt:ngan "e.k se s i b il it a s" adalah kemudahan dalam 

menjangkau bandar udara, sebagai contoh ketersediaan jalan 

yang memadahi menuiu ke bandar udara, 
Yung d irna ks ud derigan "utilitas" adalah penggunaan clan 
pernanfaatan lahan di luar bandar udara. 

Pasal 113 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "sumber daya manusia" mencakup 
s u mbcr d aya manusia yang menjalankan fungsi sebagai 

regulator, Penyedia .Jasa transportasi, dan tenaga kerja di 

bidang traneportasi. 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Cukup jelas. 

Pasal 110 

Cukup jelas. 

Pasal 111 

Cukup jelas. 

Pasal 112 

Cukup jelas. 

Pa sa.l 105 

Cukup jelas. 

Pasal 106 
Cukup jelas. 

Pa sa l 107 

Oulcup je las. 

Pasal 108 
Cukup jelas, 

Pasal 109 

Pe sa l I 04 

Ayat(l) 

Jaringan pelayanan perkeretaapian merupakan kumpulan 

lintas pelayanan yang tersambung satu dcngan yang lain 

mcnghuhungkan lintas pelayanan perkeretaapian dengan 
pusat kegiatan, pusat logistik, dan antarmoda. 

Ayat (2) 

Cukup je la s. 

Pasal 102 

Cukup jelas. 

Pasal 103 



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 141 

Cukup jelas. 
Pasal 123 

Cukup jelas. 
Pasal 124 

Cukup jelas. 
Pasal 125 

Cukup jelas. 

Pasal 115 

Cukup jelas. 

Pasal 116 
Cukup jelas. 

Pasal 117 

Cukup jelas. 
Pasal 118 

Cukup jelas. 
Pasal 119 

Cukup jelas. 
Pasal 120 

Cukup jelas. 
Pasal 121 

Cukup jelas. 
PHs9l 122 

Pasal 114 

Ayat (1) 

Yang dimaksud "kerja sama antara Pemerintah Daerah 

dengan masyarakat" mencakup pengelolaan parkir tepi 

jalan umum dan pemanfaatan fasilitas terminal beru.pa kios 
atau toko. 
Yang dimaksud "kerja sama dengan lembaga lain" dapat 
berupa hibah dalam bentuk uang maupun barang dari 
lembaga yang berada di dalam negeri maupun lembaga luar 
negeri. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 


